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MOTTO

Bintang yang hersinar tak selamanya terang, hegitu pun mendung
tak selalu jadi hujan
[ arilasso)

Kita harus belajar untuk menjadi sahahat terhaik bagi diri kita,
karena kita terlalu mudah untuk menjadi musuh terbesar bagi diri
kita sendiri
[ Roleride Thorpe)

Janganiah kamu percaya anapun hingga kamu tidak dapat
menyangkalnya
(Claud Cockburn)
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama di Indonesia,
disamping sumber minyak bumi dan gas alam yang sangat penting peranannya
bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu penerimaan dari
sektor pajak ini perlu terus ditingkatkan dan peranan pajak ini tidak dapat
dipisahkan dari kehidupan ekonomi negara. Pemerintah telah melakukan langkah-
langkah untuk membenahi sistem perpajakan, dan perundang-undangan
perpajakan lebih disederhanakan supaya lebih dimengerti oleh rakyat banyak
serta cara pelaksanaannya dimaksudkan supaya lebih mudah dilakukan dengan
mengutamakan kepastian hukum yang lebih mantap sehingga penerimaan dari
sektor ini dapat maksimal. Salah satu langkah yang telah ditempuh pemerintah
diwujudkan dalam pembaharuan sistem perpajakan yang mulai dilaksanakan sejak
tahun 1984 yaitu dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk
melaksanakan sendiri kewajibannya serta memenuhi haknya dibidang perpajakan.
Wajib pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan, dan membayar serta
melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terhutang

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
nasional, maka disusunlah Undang-Undang Perpajakan Nomor 6, 7, 8 tahun 1983
tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Tentang Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) terhadap barang dan jasa serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
(PPnBM) yang semula diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1983 telah
diubah dengan Undang-Undang No. 11 tahun 1994 dan terakhir diubah dengan
Undang-Undang No. 18 tahun 2000, sebagai upaya untuk meningkatkan
ketertiban dalam menangani masalah Pajak Pertambahan Nilai yang diharapkan
dapat memperbesar penerimaan negara melalui sektor perpajakan khususnya
penerimaan Pajak Pertambahan Nilai,

Pajak Pertambahan Nilai pada hakekatnya adalah pajak penjualan yang
dikenakan akibat adanya transaksi (baik karena peristiwa, perbuatan atau pun
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keadaan) atas nilai tambahnya (added value). Sehingga apabila suatu negara
menerapkan sistem Pajak Pertambahan Nilai, umumnya negara tersebut
sebelumnya telah menerapkan sistem pajak penjualan, seperti juga halnya di
Indonesia. Dengan demikian Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak
langsung, artinya bahwa pajak tersebut terutang oleh suatu perusahaan (misalnya
Matahari Departement Store), namun beban pajaknya dilimpahkan kepada pihak
lain yang melakukan transaksi dengan yang terutang tersebut (Matahari
Departement Store), dapat berupa pembeli, penerima jasa dan sebagainya. Cara
pengenaan PPN ini yakni hanya menyangkut nilai tambah dari transaksi yang
tejadi, sehingga tidak akan terjadi adanya pengenaan pajak berganda.

Biasanya PPN ini dikenakan atas barang ataupun jasa yang dikonsumsi
didalam negeri yang berlaku Undang-Undang Kepabean (domestic consumption
within costum area). Sehingga apabila kita mengimpor barang, maka yang
dikenakan PPN adalah hanya apabila barang tersebut telah masuk kedalam
wilayah atau daerah Pabean. Jika disuatu negara yang memberlakukan PPN ada
daerah atau kawasan yang tidak berlaku Undang-Undang Pabean, seperti
pelabuhan, kawasan berikat, dan lain-lainnya, maka daerah atau kawasan tersebut
juga tidak dikenakan PPN. Tidak semua jalur perdagangan vang ada bebas begitu
saja mengenakan PPN, melainkan ada batasannya yang telah ditetapkan dalam -
Undang-Undang. Pembatasan ini disetiap negara berbeda, salah satunya
didasarkan atas keberadaannya. Misalnya para pedagang kecil ataupun tingkat
pengecer tidak mengenakan PPN atas barang yang dijual, sehingga yang
mengenakan misalnya hanya mulai dari pihak pabrikan, distributor dan agen, dan
atas pengenaan PPN ini harus pula mendapat persetujuan atau penetapan dari
instansi perpajakan, yang di Indonesia disebut sebagai Pengusaha Kena Pajak
(PKP). Pentingya peranan PPN yaitu untuk membiayai, menunjang dan
mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor PPN, untuk itu perlu diketahui
cara penarikan dan penyelesaian administrasi yang harus dilakukan oleh
Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Mengingat betapa pentingnya masalah administrasi penerimaan pajak

pertambahan nilai dalam perpajakan. maka dari uraian diatas laporan ini diberi
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judul: * PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENERIMAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK JEMBER”.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata.
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.
1. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung mengenai pelaksanaan
administrasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai,
2. Untuk memperoleh pengalaman praktis tentang perpajakan khususnya
yang berkaitan dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
1.2.2  Kegunaan Praktek Kerja Nyata.
1. Merupakan kesempatan yang baik dalam mengaplikasikan ilmu

pengetahuan yang telah diperoleh secara praktis dilapangan.

(8]

Dapat memberikan sumbangan tenaga bagi pelaksanaan kegiatan
khususnya tata cara administrasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
1.3 Lokasi dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.
1.3.1 lokasi Praktek Kerja Nyata

Lokasi Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak
Jember di JI. KH. Wahid Hasyim No. 1 Jember.

1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan mulai tanggal 23 Januari 2004 dan
diakhiri_pada tanggal 27 Februari 2004. Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
yang ditentukan oleh Fakultas minimal 144 jam kerja efektif. Sesuai dengan tata
tertib yang ada, praktikan harus melaksanakan kegiatan praktek kerja nyata pada
Jam kerja kantor mulai pukul 07.30 WIB. sampai pukul 16.30 WIB, untuk hari
Senin sampai Jum’at dengan absensi ti ga kali yaitu :

1. Pukul 07.30 WIB absensi masuk.
. Pukul 12.00 WIB absensi istirahat.
. Pukul 16.30 WIB absensi pulang,
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1.4 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.
Tabel 1
Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

No

Kegiatan Praktek Kerja Nyata Minggu

I 11 I

A Y

Penyerahan kelompok PKN oleh
dosen Pembimbing kepada Kepala
KPP Jember.

[§S]

Pengenalan dengan Pimpinan dan
karyawan KPP Jember sekaligus
penempatan kelompok PKN ke seksi
masing-masing sesuai  judul yang

diambil.

(8}

» Menerima informasi dan
penjelasan tentang  tugas-tugas
dari seksi PPN/PTLL

» Membantu mengisi buku register
ketetapan PPN-Perdagangan

~ Membantu menyortir SSP
Lembar ke-2

» Membantu menyortir SPT Masa

». Membantu merekam SPT

~ Meminta data-data dan formulir
yang berhubungan dengan PPN

serta mengkonsultasikannya.

» Membantu mencatat buku
tabelaris PPhQP

» Membantu mencatat buku

register SP3
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No Kegiatan Praktek Kerja Nyata Minggu

| 11 111 IV

6 | Membantu menghitung Surat Setoran
Pajak lembar ke-2
7 Mengakhiri masa PKN, serta

berpamitan dengan pimpinan beserta

karyawan KPP  oleh  dosen

Pembimbing.

Sumber : Pelaksanaan kegiatan PKN mulai tanggal 23 Januari-27 Februari 2004

pada Kantor Pelayanan Pajak Jember.
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BAB 11 N A
LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Administrasi

Administrasi yang berasal dari istilah administration mengandung
berbagai makna dan pengertian mulai dari yang paling sempit sampai pada yang
paling luas yang semuanya sekaligus dapat ditemukan dalam suatu lingkungan
tertentu yang disebut organisasi (Ulbert Silalahi : 1992 : 5)

Menurut Soekarmo (1994 : 9), pengertian administrasi ada dua, yaitu dalam
arti sempit dan dalam arti luas. Administrasi dalam arti scmipil yaitu tata usaha
discgala bidang kegiatan yang meliputi tulis menulis, mengetik, korespondensi,
kearsipan dan scbagainya. Scdangkan administrasi dalam arti luas dapat ditinjau
dari tiga sudut yaitu ; proscs; (ungsi; dan kcpranataan,

Pengertian administrasi dari sudut proses, merupakan keseluruhan proses
yang dinilai dari proses pemikiran, perencanaan, pengaturan, pengawasan
/pengendalian sampar pada proses pencapaian tujuan. Dan sudut fungsi,
merupakan keseluruhan kegiatan yang harus dilaksanakan dengan sabar oleh
seseorang atau sekelompok orang. Sedangkan dari sudut keparanataan merupakan
sekelompok orang yang secara tertentu melakukan aktivitas umtuk mencapai
tujuan.

Pengértian administrasi menurut Gie (1980 : 9), merupakan rangkaian
penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok orang untuk
mencapali tujuan tertentu. Berdasarkan definisi tersebut dapat dinyatakan bahwa
administrasi merupakan suatu keseluruhan dari proses kerjasama yang didasarkan
alas rasionalisme tertentu  untuk mencapal  tujuan  yang telah ditentukan
sebelumnya,

Adapun rumusan-rumusan para ahli tentang administrasi seperti yang
ditulis Dann Sugandha adalah sebagai berikut:

1. Tentang administrasi sebagai seluruh kegiatan organisasi meliputi :
a) Menurut John. A. Vieg. “Terdorong oleh hasrat dan kepentingan apapun

yang mereka miliki selalu menentukan sasaran-sasaran, dalam hal ini
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b)

)

~

a)

b)

d)

administrasi berisi kegiatan yang akan dilakukan guna mencapai sasaran
tersebut.

Menurut Harbert dan Simon, dkk. “Dalam pengertian yang paling umum,
administrasi - dirumuskan  sebagai  kegiatan-kegiatan  kelompok  yang
bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.”

Menurut Siagian. “Administrasi adalah merupakan kescluruhan proses
kerjasama antara dua orang manusia atau lcbih yang didasarkan atas

rasionalisme terientu untuk mencapai tujuan bersama. ©

2. Tentang administrasi sebagai tugas administer atau manajer meliputi :

Menurut ~ Walters.  “Administrasi adalah  proses perencanaan,
pengorganisasian, pengendalian (manajemen), penilaian pengawasan
suatu usaha.

Menurut Robins. “Administrasi adalah suatu proses yang bersifat
universal untuk menyelesaikan segala sesuatu secara efisien bersama-
sama dan melalui orang lain. Prosesnya adalah perencanaan,
pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan.”

Menurut Priftner Cs. “Administrasi berhubungan dengan pengambilan
keputusan dan pengarahan individu-individu untuk mencapai sasaran
vang ditentukan. =

Menurut Prajudi. “Administrasi merupakan suatu fungsi tertentu untuk
mengendalikan, pergerakkkan, mengembangkan dan mengarahkan suatu
orgamisasi yang dijalankan oleh suatu team dibawahnya, terutama para

staff dan manajer.”

2.2 Pengertian, Fungsi, dan Pengelompokkan Pajak.

2.2.1 Pengertian Pajak.

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, pajak

merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang

dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang

langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran

umum,

(Mardiasmo : 1997 : 2).
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Dari definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki

unsur-unsur sebagai berikut :

1.

[9%]

luran dari rakyat kepada negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang
(bukan barang).

. Berdasarkan Undang-Undang.

Pajak dipungut berdasarkan  ketentuan Undang-Undang scrta  aturan

pelaksananya,

. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya

kontraprestasi individual oleh pemerintah.

. Digunakan untuk membiayai rumah langga negara, yakm pengeluaran-

pengeluaran yang bermantaat bagi masyarakat luas.

2.2.2 Fungsi Pajak,

Ada dua fungsi pajak yaitu

1.

S

Fungsi Budgetair (sumber keuangan).

Pajak digunakan sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluarannya.  Contoh dimasukkanya pajak dalam APBN
sebagai penerimaan dalam negeri.

Fungsi Iﬁengalur (regulerend).

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan
pemerintah  dalam bidang sosial dan ckonomi. Contoh pajak yang tinggi
dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman

keras.

2.2.3 Pengelompokkan Pajak.
1.

Menurut Golongannya.

a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak
dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain.
Contoh : Pajak Penghasilan.
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b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan
atau dilimpahkan pada orang lain.
Contoh : Pajak pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah (PPnBM).

Menurut Sifatnya.

a) Pajak Subjektil, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya, dalam arti memperhatikan kcadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Penghasilan,

b) Pajak Objektif, vyaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa
memperhatikan keadaan diri wajib Pajak.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang
mewah (PPnBm).

Menurut Lembaga Pemungutnya.

a) Pajak Pusat, vaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh : PPh, PPN dan PPni3M, PBB dan Bea Materai.

b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor,

2.3 Pengertian-Pengertian dalam Perpajakan.

Apabila kita mempelajari masalah administrasi dalam perpajakan, maka

kita harus mengerti dan memahami lentang pengertian-pengertian dasar dalam

perpajakan, antara lain sebagai berikut :

1.

(3]

Wajib pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban
perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau

daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan,
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firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana

pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

(9%

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan

takwim kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

4. Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim,

5. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang olch Wajib Pajak digunakan
untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,

6. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk memberitahukan pajak yang terutang dalam satu masa pajak.

7. Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh wajib Pajak digunakan
untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas
negara melalui kantor pos dan atau badan usaha milik Negara atau badan
usaha milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri
Keuangan.

8. Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan
atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

9. Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat keputusan yang menentukan
besarnya jumlah pajak terutang, jumlah pengurang pembayaran, Jumlah
kekurangan pembayaran pajak, besar sanksi administrasi dan jumlah pajak
yang masih harus dibayar.

10. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah SKP yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah- kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang
masth harusdibayar.

11. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah SKP yang menentukan

jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar

daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

12. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah SKP yang menentukan jumlah
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak.

I3. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam
masa pajak, dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan 'perundéng-
undangan.

14. Dacrah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang didalamnya berlaku
peraturan perundang-undangan Pabcan.

15. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh pengusaha
kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan/atau penerimaan Jjasa kena
pajak dan/atau pemantaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar
daerah Pabean dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah Pabean
dan/atau impor barang kena pajak.

16. Pajak  Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh
pengusaha kena pajak karena penyerahan barang kena pajak atau penyerahan
jasa kena pajak.

I'7. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah orang pribadi, badan atau instansi
pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor
dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas
penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada
orang pribadi, badan atau instansi pemerintah tersebut,

18. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk, semua biaya yang diminta

alau yang scharusnya diminta olch cksportir.

2.4. Pengertian Umum PPN.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak langsung yang dikeluarkan secara
insedital yaitu apabila terjadi penyerahan barang oleh Pengusaha Kena Pajak yang
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang. (Soemitro, 1987 :16).

Dasar hukum pengenaan PPN barang dan jasa dan PPnBM adalah
Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan
jasa serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan
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Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 dan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000. Jadi Pajak Pertambahan Nilai adalah

pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam daerah Pabean.

2.5. Subjek dan Objek PPN
2.5.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai.

Subjek pajak pertambahan nilai adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Pengusaha Kena Pajak yaitu orang atau badan yang dalam lingkungan pcrusahaan
atau pekerjaannya:

a) Menghasilkan Barang Kena Pajak (BKP).

b) Mengimpor dan mengekspor barang kena pajak.

¢) Melakukan usaha perdagangan.

d) Memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean.
¢) Melakukan usaha jasa.

Sesual dengan ketentuan yang termasuk subjek PPN antara lain -

a) Pabrikan atau produsen.

b} Importir dan Eksportir.

¢) Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan atau
importir.

d) Agen utama dan penyalur utama pabrikan atau importir.

¢) Pemegang hak patent atau merk dagang barang kena pajak.

f) Pedagang besar dan pedagang cceran.

¢) Pengusaha jasa yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

Yang bukan termasuk subjek PPN antara lain:
1. Pengusaha yang menghasilkan barang-barang hasil pertanian, perkebunan,
peternakan, kehutanan, perikanan yang belum diolah lebih lanjut (masih dalam
bentuk asli).

2

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai péngusaha kecil, yaitu pengusaha
yang telah memenuhi kriteria berdasarkan keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia No. 648/KMK.04/1994 tentang batasan pengusaha kecil
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pajak pertambahan nilai, maka pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama

satu tahun buku melakukan penyerahan:

L Barang Kena Pajak (BKP) dengan jumalah peredaran bruto tidak boleh
lebih dari Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah),

I1. Jasa Kena Pajak (JKP) dengan jumlah peredaran bruto tidak boleh
lebih dari Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).

2.5.2 Objek Pajak pertambahan Nilai

Objek pajak pertambahan nilai antara lain;

. Penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak kepada pihak

manapun didalam daerah pabean.
Penyerahan jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak kepada pihak manapun

didalam daerah pabean.

3. Impor barang kena pajak yang dilakukan oleh siapapun.

Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean
didalam daerah pabean.
Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

Termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah:
Penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian.
Pengalihan barang kena pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan
perjanjian leasing.
Penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru
lelang.
Pemakaian sendiri dalam pemberian cuma-cuma.
Persediaan barang kena pajak dan akti.va yang menurut tujuan semula tidak
untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan,
sepanjang pajak pertambahan nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut
ketentuan dapat dikreditkan.
Penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau penyerahan barang
kena pajak antar cabang.
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Penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi.

Tidak termasuk dalam pengertian barang kena pajak adalah:
Penyerahan barang kena pajak kepada makelar sebagaimana maksud dalam
kitab undang-undang hukum dagang.

Penyerahan barang kena pajak untuk jaminan utang piutang.

Penycrahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan
penyerahan barang kena pajak antar cabang dalam hal pengusaha kena pajak
memperoleh ijin pemungutan tempat pajak terutang,

Penyerahan barang kena pajak dalam rangka perubahan bentuk usaha atau
penggabungan usaha atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan yang diikuti

dengan perubahan pihak yang berhak atas barang kena pajak.

2.6 Hak dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak.

2.6.1 Hak-Hak Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha kena pajak mempunyai hak-hak sebagai berikut:

A. Pengkreditan Pajak Masukan.

Masalah pengkreditan pajak masukan dalam UU PPN 1994 diatur dalam
pasal 9, tidak semua pajak masukan dapat dikreditkan bagi pengeluaran
untuk:

I. Perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.

2. Perolehan BKP atau JKP yang tdak mempunyai hubungan langsung

dengan kegiatan usaha.

(S

Perolehan dan pemeliharaan kendaraan. bermotor sedan, jeep, station

wagon, dan kombi, |

4. Pemanfaatan BKP atau JKP tidak berwujud dari luar daerah pabean
sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.

3. Perolehan BKP atau JKP yang bukti pungutan pajaknya berupa faktur
pajak sederhana.

6. Perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan

penerbitan ketetapan pajak.
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7. Perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam
SPT Masa PPN yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.

B. Kompensasi dan Restitusi.
Bila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan
maka selisthnya merupakan pajak yang harus dibayar oleh PKP yang
bersangkutan. Sedangkan bila pajak masukan lebih besar daripada pajak
keluaran maka selisthnya merupakan kelebihan pajak yang dapat
dikompensasikan dengan pajak yang terutang dalam masa pajak berikutnya
atau dapat dikembalikan (restitusi).

C. Pengajuan Keberatan.
Bila pengusaha kena pajak dengan kewajibannya dalam membayar pajak,

maka dapat mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.6.2 Kewajiban Pengusaha Kena Pajak.
Pengusaha Kena Pajak mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Pendaftaran dan Pengukuhan.

Pada saat akan melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas, kewajiban yang

harus dilaksanakan oleh wajib pajak antara lain:

a) Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, untuk memperoleh NPWP yang
diperlukan sebagai persyaratan antara lain untuk permohonan SIUP, kredit
bank dan scbagainya.

b) Khusus untuk pengusaha tertentu mendaftarkan diri untuk dikukuhkan
sebagai PKP agar dapat memungut PPN dan PPnBM kepada pembeli
barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak.

2. Pembuatan Faktur Pajak.

Faktur pajak merupakan suatu dokumen yang penting dalam pajak

pertambahan nilai karena :

l a) Merupakan bukti pemungutan pajak yang sah apabila faktur pajak dibuat
oleh PKP atau Dirjen Bea dan Cukai.

b) Merupakan bukti pembayaran pajak masukan yang dapat dikreditkan

dengan pajak keluaran.
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¢) Merupakan data bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan
pengecekan atas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Pengusaha Kena
Pajak.

3. Pencatatan Dalam Pembukuan.

Wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP harus membuat catatan

dalam pembukuan sebagai kewajiban yang telah ditentukan dalam UU No.

9/1994 pasal 28 ayat 1 sampai dengan avat 6. PKP wajib menyelenggarakan

pencatatan dalam pembukuan dengan benar dan lengkap dari semua transaksi

usahanya, meliputi :

a) Nama barang yang dibeli/diimpor dan jumlah harga perolehan.

b) Nama barang atau jasa yang diserahkan dan jumlah harga penyerahan atau
penggantian.

Sehingga dasar pengenaan pajaknya dapat diketahui dengan mudah dan benar.

Pada catatan dalam pembukuan harus dicantumkan secara terpisah dan jelas

jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terhutang pajak,

yang tidak terhutang pajak dan yang dikenakan tarif 0%.

4. Penyetoran dan Pelaporan.

Tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan PPN dan PPnBm

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.

376/KMK.04/1985 tanggal 16 April 1985 yaitu :

I. Pembayaran atau penyetoran harus dilaksanakan tanggal 15 bulan
berikutnya sctelah masa pajak berakhir, pada Kantor Pos dan Giri atau

Bank Persepsi.

8]

Pelaporan tentang penyetoran PPN tersebut harus dimasukkan ke Kantor
Pelayanan Pajak selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir

dengan menggunakan SPT Masa PPN.

2.7 Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.
2.7.1 Dasar Pengenaan Pajak.
Dasar pengenaan pajak adalah adalah jumlah harga jual atau

penggantian nilai impor, atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan oleh
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Menteri Keuangan yang dipakai dasar_untuk menghitung pajak yang terutang.

Selanjutnya yang dimaksud dengan harga jual, penggantian, nilai ekspor, dan nilai

impor antara lain :

a)

b)

d)

Harga Jual.

Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau
scharusnya diminta olch penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak
lermasuk pajak yang dipungut menurut UU PPN dan PPnBM dan potongan
harga yang dicantumkan dalam fakir pajak, dan harga barang yang
dikembalikan.

Penggantian.

Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau
seharusnya diminta oleh pabean jasa karena penyerahan jasa kena pajak, tidak
termasuk pajak yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang
dicantumkan dalam faktur pajak.

Nilai Ekspor.

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta
atau yang seharusnya diminta oleh eksportir.

Nilai lmpor.

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi perhitungan bea masuk
ditambah dengan pungutan lain yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam
peraturan perudang-undangan pabean untuk impor BKP, tidak termasuk pajak
yang dipungut menurut UU PPN dan PPnBM.

2.7.2 Tarif Pajak.

Ketentuan tarif pajak pertambahan nilai diatur dalam pasal 7 UU PPN

1994, sebagai berikut:

1.

5

Tarif umum.
Secara umum tarif PPN yang berlaku adalah 10% (sepuluh persen) untuk BKP
dan JKP yang dikonsumsi didalam negeri.

Tarif ekspor.
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Tarif ekspor yaitu sebesar 0% (nol persen). Dengan demikian pajak masukan
yang telah dibayar dari barang yang diekspor dapat dikreditkan.
3. Dengan peraturan pemerintah dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5%

(lima persen) dan setingi-tingginya 15% (lima belas persen).

2.7.3 Mekanisme Penghitungan PPN.

Menurut pasal 9 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1994,
mekanisme penghitungan PPN adalah sebagai berikut :

1. Cara menghitung pajak yang terutang adalah dengan mengalikan jumlah harga
Jual, penggantian, atau nilai impor dengan tarif pajak. Pajak yang terutang ini
merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh PKP.

2. Pajak masukan yang telah dibayar oleh PKP pada waktu perolehan atau impor
BKP atau penerimaan JKP dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang yang
dipungut PKP pada waktu menyerahkan BKP atau JKP. Pengkreditan pajak
masukan terhadap pajak keluaran tersebut diatas dilakukan dalam masa pajak

yang sama.

2.7.4 Saat Pajak Terutang.

Pemungutan PPN pada dasarnya menganut prinsip akrual, artinya
terhutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan BKP atau JKP atau pada saat
impor BKP, meskipun atas penyerahan tersebut belum atau belum sepenuhnya

diterima pembayarannya.

2.8 Sanksi-Sanksi Administrasi Dalam PPN,

Apabila kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak
tidak dilaksanakan, maka akan terkena sanksi yang ada dalam perundang-
undangan PPN yaitu:

a) Sanksi Administrasi.
Sanksi administrasi dikenakan bila pengusaha :
I. Tidak melaporkan usahanya tepat pada waktunya untuk dikukuhkan

sebagai PKP, pengusaha yang bersangkutan wajib menyetor pajak yang
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terhutang ditambah sanksi berupa denda administrasi sebesar 2% (dua
persen) dari dasar pengenaan pajak.
2. Tidak membuat atau tidak mengisi kelengkapan faktur pajak, dikenakan
sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) yang dihitung dari dasar
pengenaan pajaknya.
3. Menerbitkan faktur pajak, padahal pengusaha tersebut bukan PKP
sehingga dikenakan kewajiban
a) Menyetor jumlah pajak yang tercantum dalam faktur pajak ke dalam
kas negara.

b) Ditambah denda administrasi sebesar 2% (dua persen) dihitung dari
dasar pengenaan pajak.

¢) Pajak masukan tidak dapat dikreditkan.

4. Terlambat menyetorkan PPN terhutang dikenakan bunga 2% (dua persen)
dari besarnya PPN yang terlambat dibayar.

5. Terdapat PPN dan PPnBM yang :

a) Tidak seharusnya dikompensasikan dengan selisih pajak.

b) Tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen).

¢) Tidak dimasukan SPT meskipun ditegur.

d) Tidak dipenuhinya kewajiban pembukuan, sehingga tidak dapat
diketahui berapa pajak yang terhutang.

Maka setelah diadakan pemeriksaan dikenakan SKP (Surat Ketetapan

Pajak) ditambah dengan kenaikan 100% (seratus persen).

6. Terlambat menyampaikan SPT Masa dikenakan denda administrasi
sebesar Rp.25.000.

b) Sanksi Pidana.

I. Sanksi pidana yang bersifat pelanggaran, ialah barang siapa karena

kealpaan :
a. Tidak memasukkan surat pemberitahuan.
b. Menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar,

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan
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pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan atau denda setinggi-
tingginya sebesar dua kali jumlah pajak yang terhutang.
2. Sanksi pidana yang bersifat kejahatan, ialah barang siapa dengan sengaja :

Tidak mendaftarkan diri atau menggunakan tanpa hak NPWP,

b. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan.

¢. Menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak
lengkap.

d. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu
seolah-olah benar.

e. Tidak memperlihatkan atau tidak menyampaikan pembukuan,
pencatatan atau dokumen lainnya.

f. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga
dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun dan atau denda
setinggi-tingginya sebesar empat kali jumlah pajak yang terhutang

yang kurang atau tidak dibayar.
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Miik BT Perpustakans
UKIVERSITAS JEMBER

BAB 111
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Jember.

Inspeksi pajak sebenarnya sudah ada sejak jaman penjajahan belanda dan
jepang. Istilah yang dipakai pada masa itu adalah inspektur kontur ( Belanda ).
Pemungutan pajak pada masa itu dikelola dan ditangani oleh penjajah, maka
jelaslah bahwa pajak pada masa itu bukan dipergunakan untuk membangun
Negara Indonesia melainkan dipergunakan untuk kepentingan penjajah.

Setelah Indonesia merdeka, finansial inspektie kontur diubah menjadi
kantor Inspeksi Pajak Jember. Pada saat ini kantor Inspeksi Pajak Jember ini
membawabhi :

a) Kantor Dinas Luar Tingkat | Jember.

b) Kantor Dinas Luar Tingkat Il Bondowoso.
¢) Kantor Dinas Luar Tingkat II Situbondo.
d) Kantor Dinas Luar Tingkat Il Banyuwangi.
¢) Kantor Dinas Luar Tingkat II Jember.

Pada bulan maret 1972 Kantor Inspeksi Pajak Bondowoso dipindahkan di
Kabupaten Jember yang didasarkan pada tingkat perkembangan sosial ekonomi
masyarakat_nya. Selanjutnya pada tahun 1977 kantor Inspeksi Pajak Jember
menambah satu lagi kantor Dinas Luar Tingkat I Banyuwangi yang membawahi :
a) Kantor Dinas Luar Tingkat II Banyuwangi.

b) Kantor Dinas Luar Tingkat Il Genteng.
¢) Kantor Dinas Luar Tingkat II Situbondo.

Akhirnya dengan surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 25 Maret
1989 No. 276/KMK.01/1998 Kantor Inspeksi Pajak diubah menjadi Kantor
Pelayanan Pajak. Kantor Pelayanan Pajak dipecah menjadi Kantor Pelayanan
Pajak Jember dan Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi. Wilayah kerja Kantor

Pelayanan Pajak Jember meliputi wilayah Kabupaten Bondowoso, wilayah

Kabupaten Banyuwangi, dan wilayah Kabupaten Situbondo. Hal ini dilakukan

21
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untuk mendekatkan pelayanan wajib parak, sehingga lebih mudah untuk dijangkau
oleh wajib pajak.
Dengan adanya perubahan tersebut, Kantor Dinas Luar dikelompokkan

sebagai berikut :
1. Kantor Dinas Luar Tingkat I Jember.

a) Kantor Dinas Luar Tingkat [ Jember.

b) Kantor Dinas Luar Tingkat Il Rambipuji.

¢) Kantor Dinas Luar Tingkat II Bondowoso.
2. Kantor Dinas Luar Tingkat [T Banyuwangi.

a) Kantor Dinas Luar Tingkat [ Banyuwangi.

b) Kantor Dinas Luar Tingkat IT Genteng.

¢) Kantor Dinas Luar Tingkat I Situbondo.

3.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pajak Jember.
Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Jember didasari oleh Surat
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 172/KMK.01/1997.
Kantor Pelayanan Pajak Jember adalah kantor pelayanan pajak tipe A yang
dikepalai oleh seorang kepala yang bertanggung jawab atas segala aktivitas sub
bagian dan seksi-seksi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Jember. Struktur
organisasi Kantor Pelayanan Pajak Jember dapat dilihat pada gambar .
Penjelasan mengenai tugas masing-masing sub bagian dan seksi secara terperinci

adalah sebagai berikut :

3.2.1 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jember

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jember mempunyai tugas sebagai berikut :

. Menetapkan rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak agar pelaksanaan tugas
pelayanan perpajakan dapat berjalan lancar dan terpadu.

2. Menyusuun rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan pada potensi

pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan.
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Mengkoordinasikan dan mengendalikan pembuatan risalah perincian dasar
pengenaan pemotongan atau pemungutan pajak atas permintaan wajib pajak
berdasarkan hasil perhitungan ketetapan pajak.

Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas para tenaga
fungsional verifikatur dan para tenaga fungsional pejabat sita negara guna
meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan dibidang tata usaha
kepegawaian, keuangan dan rumah tangga dalam menunjang pelaksanan tugas
Kantor Pelayanan Pajak.

Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas penatausahaan
berkas perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar terselenggara
tertib administrasi perpajakan.

Mengkoordinasikan dan mengendalikan potensi pajak dan pengolahan data
guna menyajikan informasi perpajakan.

Memantau pelaporan dan pembayaran masa PPN/PPn BM untuk mengetahui
tingkat kepatuhan wajib pajak

Mengkoordinasikan jawaban atas konfirmasi vang diajukan oleh Kantor
Pelayanan Pajak lain, UPP, Kanwil, Kantor Pusat serta instansi lain yang

memberikan informasi perpajakan yang akurat.

- Mengkoordinasikan dan mengendalikan penatausahaan penerimaan pajak dan

memberikan restitusi untuk mengetahui penerimaan murni dan netto Kantor
Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan laporan masing-masing
seksi, sub bagian tata usaha scbagai bahan untuk menentukan kebijakan teknis

dan operasional |

. Mengawasi mengevalusi pelaksanaan tugas para pegawai dilingkungan Kantor

Pelayanan Pajak.

-Membuat laporan hasil pelaksanan tugas Kantor Pelayanan Pajak sebagai

bahan informasi dan evaluasi atasan.
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3.2.2
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Sub Bagian Umum.

A. Kepala Sub Umum mempunyai tugas sebagai berikut :

a)

b)

Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja sub bagian tata usaha agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar dan terpadu.
Mengkoordinasikan surat masuk dan mengarahkannya sesuai dengan seksi
pengolahan atau alamat yang dituju agar surat tersebut dapat dikendalikan
dengan lancar, tertib dan aman.

Mengkoordinasikan pengurusan surat-surat keluar dari lingkungan KPP
agar surat tersebut dapat dikendalikan dengan lancar, tertib dan aman.
Mengkoordinasikan pembuatan daftar perencanan pembiayaan rutin
berdasarkan dana yang tersedia dalam daftar isian kegiatan dan data
kebutuhan dari sub bagian tata usaha dan seksi teknis di lingkungan KPP.
Mengkoordinasikan penginventarisan alat kelengkapan kantor, formulir,
sesuai dengan kebutuhan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
Menyusun tanggapan terhadap Surat Hasil Pemeriksaan (SHP) dari aparat

fungsional.

B. Kepala Sub bagian Umum membawahi : korlak rumah tangga, korlak tata

usaha dan kepegawaian, serta korlak keuangan.

1.

Korlak Rumah Tangga mempunyai tugas sebagai berikut -

a) Menyusun rencana kerja urusan rumah tangga agar pelaksanaan tugas
berjalan lancar dan terpadu.

b) Menyelenggarakan  perbaikan  dan  pemeliharaan perlengkapan
kantor/rumah dinas/gedung kantor sesuai dengan dana yang tersedia.

¢) Membimbing pegawai bawahan pada urusan rumah tangga dalam
rangka pembinaan pegawai.

d) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan pada Urusan Rumah
Tangga dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

¢) Menyusun laporan pelaksanaan tugas urusan rumah tangga sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

f) Menyelenggarakan  pelaksanaan  kebersihan, keamanan kantor,

menyiapkan pelaksanaan upacara bendera.
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2. Korlak Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai

berikut :

a) Menyusun rencana kinerja tata usaha dan kepegawaian agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar dan terpadu.

b) Membuat konsep penyusun kenaikan gaji berkala berdasarkan
peraturan yang berlaku.

¢) Menyelenggarakan urusan surat keluar dari Lingkungan KPP agar
dapat dikendalikan dengan lancar dan tertib serta aman.

d) Menyelenggarakan pengurusan surat masuk dalam rangka tertib
administrasi surat masuk.

¢) Mengurus masalah kesejahteraan pegawai dalam rangka pelayanan
kepada pegawai.

3. Korlak Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Menyusun rencana kerja urusan keuangan agar pelaksanaan tugas
berjalan dengan lancar dan terpadu.

b) Menyusun Daftar Usaha Kegiatan ( DUK ) di lingkungan KPP sebagai
bahan penyediaan dana kegiatan rutin tahun yang akan datang.

¢) Menyusun anggaran belanja tambahan di lingkungan KPP sebagai
bahan penyediaan dana kegiatan rutin.

d) Menyusun daftar perencanaan pembiayaan rutin berdasarkan dana

\ yang tersedia dalam Daftar Isian Kegiatan ( DIK ).

¢) Membimbing pegawai bawahan pada urusan keuangan dalam rangka
pembinaan pegawai.

f) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas urusan keuangan sebagai

bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

3.2.3 Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
A. Kepala seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas sebagai

berikut :
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d)

€)

g)

Mengkoordinasikan dan mengawasi penyusunan rencana kerja seksi
pengolahan data dan informasi agar pelaksanaan tugas berjalan dengan
lancar dan terpadu.

Mengkoordinasikan dan mengawasi pengumpulan data potensi perpajakan
dan data perpajakan lainnya.

Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan ekstensifikasi wajib
pajak.

Mengkoordinasikan dan mengawasi penatausahaan data masukan dan data
keluaran sebagai bahan pengolahan dan penyajian informasi perpajakan.
Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan perekaman dan
penyempurnaan hasil perekaman data perpajakan untuk menyajikan
informasi perpajakan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas KPP.
Membimbing pegawai bawahan pada seksi pengolahan data dan informasi
dalam rangka pembinaan pegawai.

Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pengolahan data dan

informasi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

. Kepala seksi pengolahan data dan informasi membawahi : korlak data

masukan dan keluaran, korlak pengolahan data dan penyajian, korlak

penggalian potensi pajak dan ekstensifikasi wajib pajak.
1.

Korlak Data Masukan dan Keluaran mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Menyusun laporan kerja sub seksi data masukan dan keluaran sesuai
dengan perintah kepala seksi pengolahan data dan informasi agar
pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar dan terpadu.

b) Menyelenggarakan penatausahaan penerimaan data perpajakan yang
dikirim secara rutin dari unit organisasi dilingkungan Direktorat
Jenderal Pajak, instasi pemerintah, swasta maupun perseorangan serta
data mikro hasil pencarian data sebagai bahan pengolahan data
perpajakan.

¢) Menyelenggarakan pemecahan data gabungan untuk masing-masing
wajib pajak dan mengelompokkan data menurut kebutuhan untuk

memudahkan penyortiran dan proses selanjutnya.
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d) Menatausahakan dan mendistribusikan data keluaran perpajakan
sebagai hasil perekaman data untuk mengetahur  data masukan
perpajakan yang telah diproses di komputer serta guna menyampaikan
informasi perpajakan kepada seksi-seksi di lingkungan KPP atau unit
yang memerlukannya.

¢) Membimbing pegawai bawahan pada sub scksi pengolahan data
masukan dan keluaran dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

f) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub seksi pengolahan data
masukan dan keluaran sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Korlak Pengolahan Data dan Penyajian mempunyai tugas sebagai berikut -

a) Membuat rencana kerja sub seksi pengolahan data dan penyajian
informasi sesuai dengan perintah kepala seksi pengolahan data dan
informasi agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar dan
terpadu.

b) Menyelenggarakan penatausahaan data masukkan perpajakan sesudah
dehohh&mswﬁdMam%MQndmﬂmmmmummkmmgdmmﬂhm
perpajakan yang akan direkam.

¢) Menyelenggarakan perekaman data masukan perpajakan yang sudah
diedit atau ditranskip untuk menyajikan informasi perpajakan atau data
keluaran yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas KPP,

d) Menyempurnakan hasil perekaman data perpajakan berdasarkan daftar
kesalahan yang sudah diperbaiki oleh sub seksi data masukan dan
keluaran maupun SPT tahunan PPh vang telah diperbaiki oleh wajib
pajak untuk menyajikan informasi perpajakan yang dapat dipercaya.

¢) Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas pegawai
bawahan pada sub seksi data dan penyajian dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas.

) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sub seksi pengolahan data dan
penyajian informasi sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas.
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d) Menatausahakan dan mendistribusikan data keluaran perpajakan
sebagai hasil perekaman data untuk mengetahut  data masukan
perpajakan yang telah diproses di komputer serta guna menyampaikan
informasi perpajakan kepada seksi-seksi di lingkungan KPP atau unit
yang memerlukannya,

¢) Membimbing pegawai bawahan pada sub seksi pengolahan data
masukan dan keluaran dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

f)  Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub seksi pengolahan data
masukan dan keluaran sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Korlak Pengolahan Data dan Penyajian mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Membuat rencana kerja sub seksi pengolahan data dan penyajian
informasi sesuai dengan perintah kepala seksi pengolahan data dan
informasi agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar dan
terpadu.

b) Menyelenggarakan penatausahaan data masukkan perpajakan sesudah
diolah oleh sub seksi data masukan dan keluaran untuk mengetahui data
perpajakan yang akan direkam.

¢) Menyelenggarakan perekaman data masukan perpajakan yang sudah
diedit atau ditranskip untuk menyajikan informasi perpajakan atau data
keluaran yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas KPP.

d) Menyempurnakan hasil perckaman data perpajakan berdasarkan daftar
kesalahan yang sudah diperbaiki oleh sub seksi data masukan dan
keluaran maupun SPT tahunan PPh vang telah diperbaiki oleh wajib
pajak untuk menvajikan informasi perpajakan yang dapat dipercaya.

¢) Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas pegawai
bawahan pada sub scksi data dan penyajian dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas.

f) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sub seksi pengolahan data dan
penyajian informasi sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas.
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3. Korlak Penggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak (P3EWP)
mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Menyusun rencana kerja sub seksi penggalian potensi pajak dan
ckstensifikasi wajib pajak sesuai dengan perintah kepala seksi
pengolahan data dan informasi agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
dengan lancar.

b) Melakukan pencarian data untuk melaksanakan eckstensifikasi wajib
pajak, penyusunan monografi dan kebutuhan lain,

¢) Menyelenggarakan penyimpanan data perpajakan guna mengamankan
agar dapat dimanfaatkan dalam menunjang pelaksanaan tugas yang
diemban oleh Dirjen Pajak.

d) Melayani peminjaman data perpajakan guna membantu kelancaran
pelaksanaan tugas unit-unit organisasi dilingkungan dirjen pajak dan
pihak yang memerlukan.

¢) Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas pegawai
bawahan pada sub seksi penggalian potensi pajak dan ekstensifikasi
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

f)  Menyusun laporan pelaksanaan tugas sub seksi penggalian potensi
pajak dan ekstensifikasi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas.

3.2.4 Secksi Tata Usaha Perpajakan.
A. Kepala Seksi Tata Usaha Perpajakan mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja seksi tata usaha perpajakan
agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan terpadu.

b) Mengkoordinasikan penyelesaian permohonan pendaftaran wajib pajak
dan pengukuhan pengusaha kena pajak untuk dikukuhkan sebagai wajib
pajak dan pengusaha kena pajak.

¢) Mengkoordinasikan penyiapan, pengiriman, atau permintaan blangko-

blangko SPT tahunan PPh dan SPT Kempos serta penatausahaan SPT
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tahunan dan yang telah diterima kembali dalam rangka pengawasan

kepatuhan wajib pajak.

d) Mengkoordinasikan penertiban STP,SKP, SKPT, SKKPP, SPb untuk
memberikan kepastian hukum atas jumlah pajak terhutang pada masa
tahun pajak yang bersangkutan.

¢) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan pada seksi tata usaha
perpajakan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

B. Kepala seksi tata usaha perpajakan membawahi : korlak pendaftaran WP,
korlak SPT, korlak Tap SIP.

I. Korlak Pendaftaran Wajib Pajak mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Menyusun rencana kerja sub seksi pendaftaran wajib pajak sesuai
dengan perintah kepala seksi tata usaha perpajakan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan dengan lancar dan terpadu.

b) Menyelenggarakan pelayanan pendaftaran wajib pajak PPh badan dan
perseorangan dalam rangka pengukuhan sebagai wajib pajak.

¢) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan pada sub seksi
pendafiaran WP.

d) Menyiapkan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) berdasarkan
permohonan wajib pajak dalam rangka peningkatan jumlah PKP.

¢) Menyelenggarakan pengiriman atau melayani permintaan blangko SPT
tahunan PPh agar dapat segera diterima, diisi serta dikembalikan oleh
wajib pajak tepat pada waktunya.

f) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub seksi pendaftaran wajib
pajak sebagai pertanggungjawaban prelaksanaan tugas.

2. Korlak Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) mempunyai tugas sebagai
berikut :

a) Menyusun rencana kerja sub seksi surat pemberitahuan pajak sesuai
dengan perintah kepala seksi TUP agara pelaksanaan tugas berjalan
dengan lancar dan terpadu.

b) Menyelenggarakan penerimaan dan penatausahaan SPT Tahunan PPh

Perseorangan (formulir 1770), badan (formulir 1771) dan SPT
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Tahunan PPh pasal 21 (forthulir 1971) yang telah diisi oleh WP baik
yang disampaikan secara langsung maupun yang dikirim melalui pos
untuk mengetahui tingkat kepatuhan WP serta memperlancar prosedur
pengolahan data perpajakan. Contoh : SPT tahunan PPh badan
(formulir 1771) dapat dilihat pada lampiran 5 (lima).
Menyelenggarakan sortasi atas hasil rekaman SPT tahunan untuk
memudahkan penyaluran.

Menyiapkan surat teguran yang telah dirckam oleh komputer terhadap
wajib pajak yang telah atau belum mengirim SPT tahunan PPh guna
meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menyiapkan daftar WP perseorangan, badan dan PPh pasal 21 yang
tidak memasukkan SPT tahunan sebagai dasar veritikasi lapangan atau
pemeriksaan lapangan.

Mengkoordinasikan tugas bawahan pada sub seksi surat pemberitahuan

pajak dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

- Korlak Ketetapan dan Kearsipan (T ap SIP) Wajib Pajak mempunyai tugas

sebagai berikut :

a)

b)

Menyusun rencana kerja sub seksi ketetapan dan kearsipan wajib pajak
sesuai dengan perintah kepala seksi TUP agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan lancar dan terpadu.

Menyiapakan berkas induk wajib pajak untuk menjaga keselamatan
dan keamanan berkas wajib pajak sebagai dasar kegiatan perpajakan
selanjutnya.

Menyiapkan dan mengirim daftar pengantar ketetapan pajak ke seksi
penerimaan dan penagihan untuk diproses lebih lanjut.

Menyiapkan surat ketetapan pajak pada wajib pajak agar surat
ketetapan pajak tersebut dapat segera diterima oleh wajib pajak yang
bersangkutan tepat pada waktunya.

Mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan pada sub seksi
ketetapan dan kearsipan wajib pajak sebagai pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas.
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f) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pada seksi ketetapan dan

kearsipan wajib pajak sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

3.2.5 Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan.
A. Kepala Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan mempunyai tugas sebagai
berikut :

a) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja seksi pajak penghasilan
perseorangan sebagai bahan penyusunan rencana kerja KPP,

b) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, rencana pengamanan
penerimaan pajak penghasilan perseorangan berdasarkan potensi pzjak,
perkembangan ekonomi dan keuangan, rencana penerimaan pajak pada
kantor pusat dirjen pajak dan kantor wilayah atasan serta realisasi
penerimaan tahun berjalan.

¢) Mengkoordinasikan penerimaan dan penatausahaan SPT Masa dalam
rangka pengawasan pembayaran masa pajak penghasilan perseorangan.

d) Mengkoordinasikan Perekaman SPT masa PPh perseorangan secara
periodik dan bertahap dan bertahap ke seksi pengolahan Data dan
Informasi sebagai bahan pengolahan dalam rangka pelaksanaan New
Payment Control System (NPCS).

e) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan sub seksi PPh
persecrangan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan terpadu.

f) Menyusun laporan pelaksanaan tugas scksi pajak penghasilan
perseorangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan bahan
evaluasi pimpinan.

B. Kepala seksi pajak penghasilan perseorangan membawahi : korlak

Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) PPh Perseorangan dan korlak SPT.

I. Korlak Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Pajak Penghasilan
Perseorangan mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Menyusun rencana kerja sub seksi pengawasan pembayaran masa

pemotongan / pemungutan pajak penghasilan sesuai dengan perintah
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kepala seksi pemotongan dan’ pemungutan PPh agar pelaksanaan tugas
berjalan lancar dan terpadu.

Menyusun rencana pengamanan penerimaan PPh perseorangan serta
program operasionalnya berdasarkan potensi pajak, perkembangan
ckonomi dan keuangan serta realisasi penerimaan pajak tahun lalu dan
rencana penerimaan pajak dari kantor pusat dirjen pajak dan kanwil
untuk mengamankan rencana penerimaan pajak tahun berjalan,
Menyiapkan pembuatan konsep surat rincian dasar penanganan pajak
atas permintaan WP berdasarkan hasil penghitungan ketetapan pajak.
Menyelenggarakan penerimaan dan penatausahaan SPT masa PPh
pasal 25 dan PPh pasal 22 yang dibayar sendiri dalam rangka
pengawasan pembayaran masa PPh perseorangan.

Membuat konsep daftar WP yang akan dilakukan verifikasi lapangan
berdasarkan daftar WP yang tidak memenuhi pembayaran masa dan
atau kriteria yang ditentukan.

Menyiapkan pembuatan lembar dan nota penghitungan STP masa
pajak penghasilan perseorangan berdasarkan verifikasi daftar WP yang
akan diterbitkan STP.

Korlak verifikasi pajak penghasilan perseorangan mempunyai tugas

sebagai berikut :

a)

b)

d)

Menyusun rencana kerja sub seksi verifikasi pajak penghasilan
perseorangan sesuai dengan perintah Kepala seksi PPh perseorangan
agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar dan terpadu.
Menyiapkan konsep daftar penerimaan laporan hasil verifikasi
lapangan dan nota penghitungan STP masa pajak penghasilan
perseorangan sebagai dasar penerbitan SKP dan untuk tujuan lainnya.
Meneliti laporan hasil penelitian lapangan terhadap WP yang tidak
menyampaikan SPT tahunan PPh perseorangan dalam rangka
pembinaan terhadap WP.

Menyiapkan pembuatan lembar dan nota penghitungan STP atau SKP

PPh perseoarangan berdasarkan laporan hasil verifikasi lapangan
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terhadap WP pajak penghasilan perseorangan dalam rangka pembinaan
terhadap WP.

e) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan pada sub seksi
verikasi PPh perseorangan untuk melaksanakan tugas.

f) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub seksi verifikasi PPh

perseorangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

3.2.6 Seksi Pajak Penghasilan Badan.
A. Kepala seksi pajak penghasilan badan mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja seksi pajak penghasilan
badan sebagai bahan penyusunan rencana kerja KPP.

b) Mengkoordinasikan pembuatan lembar dan nota penghitungan STP masa
PPh badan berdasarkan daftar WP yang akan diterbitkan STP dan surat
pemberitahuan tunggakan angsuran.

¢) Mengkoordinasikan pembuatan laporan bulanan kepatuhan pembayaran
masa sebagai dasar untuk menelaah efektifitas dan kepatuhan pembayaran
masa.

d) Mengkoordonasikan pembuatan laporan bulanan penertiban Surat Tagihan
Pajak (STP).

¢) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan pada seksi pajak
penghasilan badan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar dan
terpadu.

) Menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi pajak penghasilan badan
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan bahan evaluasi
pimpinan.

B. Kepala seksi pajak penghasilan badan membawahi : korlak PPm PPh badan
dan korlak verifikasi PPh Badan.

1. Korlak Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pajak penghasilan badan
mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Menyusun rencana kerja sub seksi PPM PPh badan agar pelaksanaan

tugas berjalan lancar dan terpadu.
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Menyiapkan pembuatan konsep surat rincian dasar pengamanan pajak
atas permintaan WP berdasarkan hasil penghitungan ketetapan pajak.
Menyelenggarakan penerimaan dan penatausahaan SPT masa PPh
pasal 25 dan PPh pasal 22 yang dibayar sendiri dalam rangka
pengawasan pembayaran masa PPh badan.

Membuat konsep surat pemberitahuan perubahan besarnya anggaran
PPh pasal 25 badan berdasarkan data dan informasi yang diterima
sesuai dengan ketetapan yang berlaku.

Membuat konsep daftar WP yang akan dilakukan verifikasi lapangan
berdasarkan daftar WP yang tidak memenuhi pembayaran masa dan

atau knteria lain yang ditentukan.

Korlak Verifikasi PPh Badan mempunyai tugas antara lain :

a)

b)

d)

Menyusun rencana kerja sub seksi verifikasi sesuai dengan perintah
kepala seksi PPh badan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
dan terpadu.

Menyusun rencana pengamanan penerimaan tahunan PPh badan serta
program operasionalnya berdasarkan potensial pajak, perkembangan
kegiatan ekonomi keuangan, realisasi penerimaan pajak tahun lalu,
serta rencana penerimaan pajak KPDJP/kanwil atasan untuk
mengamankan rencana penerimaan PPh Badan.

Menyiapkan penerbitan surat perintah verifikasi lapangan berdasarkan
daftar rencana verifikasi lapangan masa PPh Badan sebagai dasar
pelaksanaan tugas.

Melaksanakan kegiatan tata usaha pada seksi PPh Badan yang meliputi
surat-surat keluar/masuk, menyiapkan data pengiriman laporan berkala
dan laporan lainnya dari seksi PPh badan serta surat-surat yang
berhubungan dengan pelaksanaan verifikasi lapangan, penyiapan
sarana seksi PPh badan.

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan pada sub seksi

verifikasi PPh badan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

35

f) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub seksi verifikasi PPh

badan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

3.2.7 Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan.
A. Kepala seksi pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan mempunyai
tugas sebagai berikut :

a) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja seksi pemotongan dan
pemungutan PPh sebagai bahan penyusunan rencana kerja KPP.

b) Mengkoordinasikan penyusunan rencana pengamanan penerimaan
pemotongan dan pemungutan PPh berdasarkan potensi pajak dari
KPDJP/kanwil atasan serta realisasi penerimaan tahun lalu untuk
mengamankan rencana penerimaan tahun berjalan.

¢) Mengkoordinasikan penerimaan dan penatausahaan SPT masa dalam
rangka pengawasan pembayaran masa pemotongan dan pemungutan PPh.

d) Mengkoordinasikan pembuatan diagram rencana verifikasi lapangan
berdasarkan usulan yang telah disetujui oleh KPP.

¢) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan pada sub seksi Pot/Put
PPh agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan terpadu.

f) Menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi Pot/Put PPh sebagai bahan
pertangungjawaban pelaksanaan tugas dan bahan evaluasi pimpinan.

B. Kepala seksi pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan membawahi :
korlak PPM Pot/Put dan korlak verifikasi pot/put.

I. Korlak Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Pemotongan dan
Pemungutan PPh mempunyai tugas antara lain :

a) Menyusun rencana kerja sub scksi PPM pemotongan/pemungutan PPh
sesuai dengan perintah kepala seksi pemotongan dan pemungutan PPh
agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan terpadu.

b) Menyusun rencana pengamanan penerimaan pemotongan dan
pemungutan PPh serta program operasionalnya potensi pajak,

perkembangan ekonomi dan keuangan serta realisasi penerimaan pajak
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tahun lalu, rencana penerimaan dari KPDJP/kanwil untuk mengamankan
rencana penerimaan pajak tahun berjalan,

Menyiapkan pembuatan konsep surat rincian dasar pengamanan pajak
atas permintaan WP berdasarkan hasil penghitungan ketetapan pajak.
Menyelenggarakan penerimaan dan penatausahaan SPT masa dalam
rangka pengawasan pembayaran masa pemotongan dan pemungutan
pajak penghasilan.

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan pada sub seksi
pengawasan pembayaran masa pemotongan dan pemungutan PPh agar
pelaksanaan tugas berjalan lancar dan terpadu.

Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub seksi PPM pemotongan

dan pemungutan PPh sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,

Korlak Verifikasi Pemotongan dan Pemungutan mempunyai tugas sebagai

berikut :

a)

Menyusun rencana kerja sub seksi verifikasi pemotongan dan
pemungutan PPh sesuai dengan perintah Kepala Seksi Verifikasi
Pemotongan dan Pemungutan PPh agar pelaksanaan tugas berjalan
lancar dan terpadu.

Menyiapkan daftar rencana penelitian material/verifikasi kantor atas
SPT tahunan PPh pasal 21 sesuai dengan kriteria yang ditentukan unutk
diléporkan atau dimintakan persetujuan Kepala Kanwil.

Menyiapkan penerbitan surat perintah verifikasi lapangan berdasarkan
daftar rencana verifikasi WP, verifikasi pemotongan dan pemungutan
PPh, sebagai dasar pelaksanaan tugas.

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan sub seksi verifikasi
pemotongan dan pemungutan PPh dalam rangka kelancaran pelaksanaan
tugas.

Menyusun laporan kegiatan sub seksi verifikasi pemotongan dan

pemungutan PPh sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
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3.3 Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

A. Kepala Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya

mempunyal tugas sebagai berikut

a)

b)

¢)

d)

€)

£)

2)

Menyusun rencana kerja seksi PPN dan PTLL sebagai bahan penyusunan
rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak.

Melakukan penatausahaan dan pengecekan SPT Masa PPN / PPuBM.
Melakukan penatausahaan dan pengecckan SSP/ bukti Pbk dalam rangka

pengawasan pembayaran,

PPn BM untuk meningkatkan PKP atas kewajiban pajaknya dan sebagai
verifikasi.

Melakukan verifikasi kantor atas SPT Masa PPN/PPn BM dalam rangka
penerbitan SKP atau Surat Ketetapan pajak.

Membina pegawai pada seksi PPN dan PTLL datam rangka pembinaan
pegawal.

Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diperintahkan Kepala KPP.

B. Kepala seksi PPN dan PTLL membawahi : korlak PPN Industri, kuilak PPN
Perdagangan, korlak PPN Jasa dan PTLL, korlak verifikasi PPN dan PTLL.

1. Korlak sub seksi PPN Industri mempunvyai tugas sebagai berikut :

a) Menyusun rencana kerja sub seksi PPN Industri sebagal bahan
penyusunan rencana kerna sekst PPN dan PTLL.

b) Melakukan penatausahaan dan pengecekan SPT Masa PPN/PPn BM
dalam rangka pengawasan pembayaran.

¢) Melakukan penatausahaan SSP/bukti Pbk PPN Industri dalam rangka
pengawasan permbayaran,

d) Menyiapkan konsep sural teguran kepada PKP yang belum
memasukkan  SPT Masa PPN untuk mengingatkan PKP  atas
kewajiban pajaknya.

¢) Menylapkan konsep laporan bulanan Kantor Pelayanan Pajak bidang
PPN Industri sesuai dengan ketentuan vang berlaku sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
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2. Korlak sub seksi Pajak Pertamhahan Nilai Perdagangan mempunyai tugas

sebagai berikut :

a)

b)

c)

d)

f)

Menyusun rencana kerja sub seksi PPN Perdagangan sebagai bahan
penyusunan rencana kerja seksi PPN dan PTLL.

Melakukan penatausahaan dan pengecekan SPT Masa PPN / PPn BM
Perdagangan.

Melakukan penatausahaan SSP/bukti Pbk PPN perdagangan dalam
rangka pengawasan pembayaran.

Menyiapkan konsep surat teguran kepada PKP yang belum
memasukkan SPT Masa PPN Perdagangan untuk mengingatkan PKP
atas kewajiban pajaknya.

Menyiapkan konsep laporan bulanan KPP bidang PPN Perdagangan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas.

Membimbing pegawai pada sub seksi PPN Perdagangan.

3. Korlak Sub Seksi Pajak Pertambahan Nilai Jasa dan Pajak Tidak Langsung

Lainnya mempunyai tugas sebagai berikut :

a)

f)

Menyusun rencana kerja sub seksi PPN Jasa dan PTLL sebagai bahan
penyusunan rencana kerja seksi PPN dan PTLL.

Melakukan penatausahaan dan pengecekan SPT Masa PPN Jasa.
Melakukan penatausahaan SSP / bukti Pbk PPN Jasa dan PTLL dalam
rangka pengawasan pembayaran.

Menyiapkan konsep surat tegoran kepada PKP yang belum
memasukkan SPT masa PPN Jasa untuk mengingatkan PKp atas
kewajiban pajaknya.

Menyiapkan konsep laporan bulanan Kantor Pelayanan Pajak bidang
PPN Jasa dan PTLL sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Membimbing konsep laporan hasil benda materai dan penerimaan bea

materai serta PTLL.
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4.

Korlak Sub Seksi Verifikasi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak

Langsung Lainnya mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Menyusun rencana kerja sub seksi verifikasi PPN dan PTLL.

b) Membuat konsep Daftar Rencana Verifikasi Lapangan (DRVL) PPN
dan PPn BM berdasarkan Daftar Usulan Verifikasi Lapangan
(DUVL).

¢) Membuat konsep Surat Perintah Verifikasi Lapangan (SPVL)
berdasarkan DRVL.

d) Pengarsipan dan pengiriman nota perhitungan.

¢) Membina pegawai pada sub seksi verifikasi PPN dan PTLL.

f) Mengisi buku produksi.

g) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub seksi PPN dan PTLL

sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

3.4. Seksi Penagihan.

A. Kepala Seksi Penagihan mempunyai tugas sebagai berikut :

a)

b)

¢)

d)

¢)

Menyusun rencana kerja seksi penagihan agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan lancar dan terpadu.

Mengkoordinasikan penerbitan surat teguran, surat paksa dan surat
perintah melakukan penyitaan dalam rangka pencairan tunggakan pajak.

Mengkoordinasikan pembuatan konsep pembuatan jadual waktu dan

‘tempat pelelangan ke kantor lelang negara sebagai dasar pelaksanaan

lelang harta milik atau kekayaan WP.

Mengkoordinasikan pembuatan laporan pelaksanaan penagihan pajak
untuk mengetahui jumlah realisasi penagihan pajak.

Mengkoordinasikan pembuatan laporan tata usaha piutang pajak untuk
mengetahui jumlah tunggakan pajak per jenis dan per tahun pajak.
Mengkoordinasikan pembuatan laporan tunggakan pajak dan daftar
pencairan tunggakan pajak 100 wajib pajak terbesar.

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan pada seksi penagihan

dalam rangka pelaksanaan tugas.
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B. Kepala seksi penagiahan membawahi : korlak TUPP dan korlak Penagihan .

I. Korlak sub seksi Tata Usaha Piutang Pajak (TUPP) mempunyai tugas

sebagai berikut :

a)

b)

c)

d)

e)

Menyusun rencana  kerja tugas sub scksi TUPP sesuai dengan
perintah  kepala seksi Penagihan, agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan lancar dan terpadu.

Menyiapkan lembar perhitungan lebih bayar dan daftar tunggakan
pajak bagi wajib pajak yang mempunyai kelebihan pembayaran pajak
berdasarkan surat keputusan pengurangan dan kartu pengawasan

tunggakan pajak.

Menyiapkan konsep laporan tunggakan pajak per jenis / per tahun
pajak.
Membimbing pegawai bawahan pada seksi tata usaha piutang pajak

dalam rangka pembinaan pegawai.
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan pada sub seksi TUPP

daiam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Korlak Sub Seksi Penagihan mempunyai tugas sebagai berikut :

a)

c)

d)

Menyusun rencana kerja tugas sub seksi penagihan sesuai dengan
perintah  kepala seksi penagihan agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan lancar dan terpadu.

Menyiapkan penerbitan surat teguran pajak berdasarkan buku
pengawasan penagihan agar tunggakan pajak dapat dicairkan.
Menyiapkan penerbitan surat paksa berdasarkan buku pengawasan
penagihan, agar tunggakan pajak dapat segera dibayar dan daluwarsa
penagihan pajak dapat dihindari.

Menyiapkan penerbitan surat perintah melakukan penyitaan
berdasarkan buku pengawasan penagihan dan surat pemberitahuan
akan dilakukan penyitaan sebagai dasar pelaksanaan penyitaan.
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan kepada sub seksi

penagihan dalam rangka kelancaran tugas.
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3.5 Seksi Penerimaan dan Keberatan.

A. Kepala Seksi Penerimaan dan Keb;:ratan mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Menyusun rencana kerja secksi penerimaan dan keberatan agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar dan terpadu.

b) Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian kelengkapan dan kebenaran
SSP dan pembukuan pada buku kas harian untuk mengetahui jumlah
penerimaan pajak pada KPP yang bersangkutan.

¢) Mengkoordinasikan pelaksanaan pembukuan dan penerimaan kas bruto
maupun murni dan neto sebagai bahan laporan perincian penerimaan
pajak dan daftar perbendaharaan VI.

d) Mengkoordinasikan  pelaksanaan  penatausahaan ~ SKKPP/SKPB
perhitungan lebih bayar dan data hutang pajak dalam rangka memberikan
pelayanan kepada wajib pajak tentang keputusan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak.

¢) Mengkoordinasikan dan mengidentifikasikan surat-surat keberatan dan
atau permohonan yang diterima oleh wajib pajak dalam rangka
penyelesaian keberatan, konsep uraian banding dan peninjauan kembali
atas ketetapan pajak.

f) Mengkoordinasikan pembuatan surat himbauan kepada wajib pajak agar
pengajuan kembali surat keberatan dan atau permohonan sesuai dengan
persyaratan formal yang ditentukan.

g) ‘Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan pada seksi penerimaan
dan keberatan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

h) Membimbing pegawai pada seksi penerimaan dan keberatan dalam
rangka pembinaan pegawai.

B. Kepala seksi penerimaan dan keberatan membawahi : korlak TU Penerimaan,
Restitusi, dan rekonsiliasi, korlak keberatan PPh, dan korlak keberatan PPN
dan PTLL.

I. Korlak Sub Seksi Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi mempunyai tugas

sebagai berikut :
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Menyusun rencana kerja sub seksi tata usaha penerimaan dan restitusi
sesuai dengan perintah kepala seksi penerimaan dan keberatan agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar dan terpadu.
Menyiapkan konsep Laporan Perincian Penerimaan Pajak (LP3)
berdasarkan buku kas perincian sebagai penerimaan pajak pada
Kantor Pelayanan Pajak.

Menatausahakan SPMKP/SPMB vang telah diuangkan oleh wajib
pajak dalam rangka tertib administrasi.

Menyiapkan daftar perbendaharaan no.8 berdasarkan buku restitusi
dan atau SPMKP/SPMB lembar ke-2 yang telah divangkan, yang
telah diterima dari Bank Pembayar (Bank Tunggal) atau dari Kantor
Pos untuk mengetahui jumlah realisasi pengembalian pajak oleh
negara pada KPP yang bersangkutan.

Menyiapkan penerbitan tagihan bunga kepada wajib pajak atas
terlambatnya penerbitan SPMKP.

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pegawai bawahan pada sub
seksi TUPR.

2. Korlak Sub Seksi Rekonsiliasi mempunyai tugas sebagai berikut :

a)

b)

d)

Menyusun rencana kerja pada sub seksi rekonsiliasi sesuai dengan
perintah kepala seksi penerimaan dan keberatan agar tugas berjalan
dengan lancar dan terpadu.

Meneliti kelengkapan dan kebenaran Laporan Harian Penerimaan dan
Pengembalian Pajak (LHPPP) berupa DA 08.01 (ex KK 26) atau surat
pengantar SSP kanwil (SPS Kanwil) dengan SSP untuk mengetahui
penerimaan pajak pada KPP yang bersangkutan.

Menyalurkan SSP dengan SPS untuk kepentingan pengawasan
pembayaran pajak.

Mengirimkan SSP dan Bukti Pbk dengan surat perhitungan antar KPP
(SPH Kirim) ke KPP yang berhak dan yang bersangkutan untuk tetib
administrasi.
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Membimbing pegawai bawahan pada sub seksi rekonsiliasi dalam
rangka pembinaan pegawai.
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan pada sub seksi

rekonsiliasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Korlak Sub Seksi keberatan Pajak Penghasilan mempunyai tugas sebagai

berikut :

a)

b)

d)

e)

Menyusun rencana kerja sub seksi keberatan PPh sesuai dengan
perintah kepala seksi penerimaan dan keberatan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan dengan lancar dan terpadu.

Melakukan identifikasi surar-surat keberatan dan atau permohonan
peninjauan kembali ketetapan pajak dalam rangka penyelesaian
keberatan konsep uraian banding dan peninjauan kembali atas
ketetapan PPh Perseorangan, badan, dan Pemotongan / Pemungutan
PPh.

Menyiapkan konsep surat penolakan atas pengajuan keberatan, dan
atau permohonan peninjauan kembali wajib pajak yang tidak
memenuhi persyaratan formal.

Menyiapkan  konsep risalah  penyelesaian  keberatan, yang
wewenangnya dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan pajak.
Menyiapkan konsep laporan bulanan penyelesaian keberatan, banding,
dan peninjauan kembali atas ketetapan pajak berdasarkan buku
register masng-masing.

Membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas bawahan sub seksi

keberatan PPh dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Korlak keberatan PPN dan PTLL mempunyai tugas antara lain sebagai
beikut :

a) Menyusun rencana kerja sub seksi PPN dan PTLL sesuai dengan

perintah Kepala Seksi penerimaan dan keberatan agar pelaksanaan

tugas dapat berjalan lancar dan terpadu.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

44

b) Melakukan identifikasi syrat-surat keberatan dan atau permohonan
dalam rangka penyelesaian keberatan., konsep uraian dan peninjauan
kembali atas ketetapan PPN/PPnBm.

¢) Menyiapkan konsep surat penolakan atas pengajuan keberatan dan atau
permohonan WP yang tidak memenuhi persyaratan formal.

d) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan pada sub seksi
keberatan PPN dan PTLL dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

€) Mencatat tugas yang diterima dan tugas yang dilaksanakan pada buku

produksi sebagai pertsanggungjawaban pelaksanaan tugas.

3.6 Kantor Penyuluhan Pajak.

Kantor penyuluhan pajak secara struktural berada dibawah Kantor
Pelayanan Pajak dan bertugas melaksanakan penyuluhan dan pelayanan konsultasi
perpajakan  kepada masyarakat meliputi semua Jjenis pajak yang menjadi
wewenang pemungutan Dirjen Pajak. Jumlah kantor penyuluhan pajak di Kantor
Pelayanan Pajak Jember ada dua, yaitu :

I Kantor Penyuluhan Pajak Jember.

2. Kantor Penyuluhan Pajak Bondowoso.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut kantor penyuluhan pajak
mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Mengkoordinasikan  penyuluhan dibidang  pajak  penghasilan, pajak
pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak tidak langsung
lainnya serta pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat.

b) Mengkoordinasikan pelayanan konsultasi dibidang pajak penghasilan, pajak
pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak tidak langsung

lainnya serta pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat.

3.7 Kegiatan Pokok Kantor Pelayanan Pajak Jember.
Sebagai aktivitas kerja dalam menyelenggarakan tugas seperti yang telah

ditetapkan dalam keputusan menteri keuangan, kantor pelayanan pajak jember
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mempunyai beberapa bagian atau seksi untuk mempermudah pekerjaannya.

Masing-masing seksi mempunyai kegiatan sendiri, tetapi masih memiliki

keterkaitan antara seksi yang satu dengan yang lainnya. Secara garis besar

kegiatan pokok Kantor Pelayanan Pajak Jember adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan pada sub bagian umum.
Aktivitas pada bagian ini adalah mengenai masalah intern kantor, antara lain
masalah kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapannya, urusan tata
usaha dan laporan serta keuangannya.

2. Kegiatan pada seksi pengolahan data dan informasi.
Kegiatan pada seksi ini adalah melakukan pengolahan data, penyajian
informasi, penggalian potensi potensi perpajakan dan ekstensifikasi wajib
pajak.

3. Kegiatan pada seksi tata usaha perpajakan.
Kegiatan pada seksi ini adalah mengenai tenteang urusan tata usaha wajib
pajak meliputi pendaftaran wajib pajak, pengiriman surat pemberitahuan
pajak tahunan, menerima pengecekan surat pemberitahuan pajak tahunan
(SPT) penelitian surat ketetapan pajak dan mengarsip berkas wajib pajak.

4. Kegiatan pada seksi pajak penghasilan perseorangan.
Kegiatan pada seksi ini adalah melakukan penatausahaan dan pengecakan
surat pemberitahuan masa, selain itu seksi pajak penghasilan perseorangan
juga melakukan verifikasi lapangan atas SPT masa dan SPT tahunan terhadap
wajib pajak yang tidak memenuhi pembayaran masa PPh pasal 25. Seksi ini
juga mengadministrasikan SPT masa ke dalam buku register, buku tabelaris,
dan mengarsip kedalam berkas wajib pajak.

5. Kegiatan pada seksi pajak penghasilan badan.
Kegiatan yang ada pada seksi ini adalah melakukan penatausahaan dan
pengecekan surat pemberitahuan masa untuk memantau dan menyusun
laporan pembayaran masa serta melakukan verifikasi atas SPT masa dan SPT
tahunan badan.

6. Kegiatan pada seksi pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan.
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Kegiatan pada seksi ini adalah melakukan penatausahaan dan pengecekan
SPT masa dan SPT tahunan atas potongan / pemungutan pajak penghasilan
wajib pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak dimasukkan dalam surat
pemberitahuan. Dan melakukan penatausahaan dan pengecekan SPT masa ke
dalam buku tabelaris dan mengarsip ke buku wajib pajak.

7. Kegiatan pada seksi pajak pertambahan nilai dan pajak tidak langsung lainnya,
Kegiatan pada seksi ini adalah melakukan urusan penatausahaan dan
pengecekan SPT masa PPN/PPnBM., menyusun rencana pengamanan dan
penerimaan sub seksi PPN jasa, industri, perdagangan berdasarkan potensi
pajak, perkembangan ekonomi, keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu
serta realisasi tahun berjalan.

8. Kegiatan pada seksi penagihan.

Kegiatan pada seksi ini adalah melakukan tata usaha piutang dan tunggakkan
pajak serta menyiapkan surat teguran dan melakukan penagihan paksa kepada
wajib pajak.

9. Kegiatan pada seksi penerimaan dan keberatan.

Kegiatan pada seksi ini adalah melakukan urusan tata usaha penerimaan dan
restitusi yaitu penyusunan laporan penerimaan pajak, pembukuan register,
pemindah bukuan, mengolah dan menatausahakan bermacam-macam
penerimaan pajak serta mengarsipkan surat keputusan pengembalian
pembayaran pajak dan surat-surat perintah membayar kelebihan pajak dan
melakukan rekonsiliasi penerimaan pajak, pengolahan dan penyaluran SSP

serta surat perhitungan pajak.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

71

BAB V
KESIMPULAN

Setelah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata dengan didukung oleh

teori-teor yang didapat selama duduk dibangku kuliah serta masukan-masukan

selama kegiatan PKN pada Kantor Pelayanan Pajak Jember yang berlokasi di JL.

KH. Wachid Hasim No. 1 Jember maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1.

(')

Seksi  Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung lainnya
mempunyai  tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan
kelengkapan SPT Masa PPN, memantau dan menyusun laporan
perkembangan Pengusaha Kena Pajak serta kepatuhan Pengusaha Kena Pajak
dalam melakukan pelaporan maupun pembayaran SPT Masa PPN/PTLL.
Pelaporan surat setoran pajak harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
dan benar cara pengisiannya, dan dibuat rangkap 5 (lima).

Pelaporan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai harus sesuai
dengan waktu yang telah ditentukan dan benar cara pengisiannya.

Surat Setoran Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa PPN yang masuk
dibuatkan catatan pada registrasi harian penerimaan SPT Masa PPN dan
pembayaran SPT Masa PPN dibuat rangkap 3 (tiga).

Dibuatkan kartu pengawasan untuk mempermudah pengecekan dan
pengawasan SPT dan pembayaran SPT Masa PPN yang diketik dalam kartu

pengawasan dan pembayaran masa PPN,
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKCINOMI

Il. Jawa (Tegalboto) No. 17 Kotak Pos 125 - ® Dekan (03+1) 332150 (Fax.) - T.U. 337900
Kampus Bumi Tegal Boto Jember 6812} - Jatim

N‘.’.."“..’f : \7)7;‘90 /125.1.4/P 6/ 2> % Jember, 16 Oktober 2003
L!_implran .
Perihal ¢ Kesediaan Menjadi Tempat PKN

Mahasiswa Fak. Ekonomi UNEJ

Kepada : Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
JEMBER
di-
JEMBER

Bersama ini dengan hormat kami beritahukan, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan
dalam mengakhiri studi pada pendidikan Program Diploma III Ekonomi para mahasiswa
diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan ini, kami mengharap kesediaan Instansi yang Saudara pimpin untuk

menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatar
tersebut adalah :

No. Nama NIM ‘Bidang Studi

17 | ANITA DEWI 01 = 2009 | ADM. Keuangan
SUDARYIK RAHMAWATI 01 = 22fF3 | tIM. Keuangan
IMAM HIDAYAT 01 = 237" | AWM. Keuangan

B |

Adapun pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan :

Januari 2004 = Februari 2004

Kami sangat mengharapkan jawaban atas permohonan tersebut dan sekiranya diperlukan
persyaratan lainnya kami bersedia memenuhi.

Atas perhatian dan pengertian Saudara, kami menyampaikan terima kasih.

a.n Dekan

Blangko PKN/Man'2001
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIC INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH XI1I JAWA BAGIAN TIMUR II

KANTOR PELAYANAN PAJAK JEMBER
JI. KH.Wahid Hasyim No. 1 ( Kotak Pos 78 - Telp. (0331) 487567 - 487845) Jember 68137
homepage DJP : hitp : // www.pajak.go.id '

Nomor
Sifat
Hal

MNoO vember
: 8- 104 /WPJ.12/KP.1001/2003 O/ ‘Olgober 2003
: Biasa
: Kesediaan Menjadi Tempat Magang / P

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi UNEJ
Up. Pembantu Dekan T

J1. Jawa No. 17 Kotak Pos 125
JEMBER

Menunjuk Surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember Nomor : 3920/J.25.1.4/P.6/2003
tanggal 16 Oktober 2003 perihal Kesediaan Menjadi Tempat PKN Mahasiswa Fak. Ekonomi UNEJ ;
dengan ini diberitahukan bahwa kami bersedia menerima mahasiswa yang akan melaksanakan PKN di
Kantor Pelayanan Pajak Jember.

Adapun pelaksanaannya sesuai dengan jadwal yang Saudara rencanakan yaitu pada bulan Januari
sampai dengan bulan Februari 2004 dan jumlah mahasiswa yang Magang sebanyak 2 ( dua ) orang seperti
tersebut dalam surat Saudara.

Perlu diketahui bahwa bagi para mahasiswa yang PKN untuk mematuhi segala peraturan yang
berlaku di kantor kami dan segala prasarana pelaksanaan PKN menjadi tanggung jawab Saudara.
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH XII JAWA BAGIAN TIMUR

KANTOR PELAYANAN PAJAK JEMBER

JL. KH. WACHID HASYIM NO.1 (kotak pos 78 telp.(0331)487567.487845

R e e e e

JEMBER 68137

Homepage DJP :http://pajak.co.id

DAFTAR HADIR MAHASISWA

PRAKTEK KERJA NYATA
Nama : ANITA DEWI
NIM : 010803102009
Jurusran : Administrasi Keuangan
Hari/Tanggal Pagi Siang Sore Keterangan
Pk.07.30 | PK.14.00 Pk.16.30
’ 00 4 i [ /i | / :
;unT at, 23-02-2004 JM(CL ' ()//F./U'u' P OM/QW
enin, 26-02-2004 |/ QMA\(U 4 ,ﬂ[/” af@uﬁ(/a
Selasa, 27-02-2004 |/ W@, Chlyde iz
Rabu, 28-02-2004 aﬂw 5 MW@ CW&
Kamis, 29-02-2004 @Qﬁwd@, C{f/w]% 3 Wﬁfa
Jum/at, 30-02-2004 - - == nm }:;1 Ky
Selasa, 03-03-2004 CFQ&W{/}, - ~ /\P'*h R
/ . / I
Rabu, 04-03-2004 /lfﬂ)]/&(@ (W Le W
A 1 < [/ )
Kamis, 05-02-2004 |/}, w- | L W/ﬂfa
Jum’at, 06-03-2004 @/(J(fjg/,]m (%ﬁ?, J/_; C‘ZKW
Senin, 09-03-2004 f:}(z‘ ’K/M{dfn ( W

Selasa, 10-03-2004

i g

Rabu, 11-03-2004

Kamis, 12-03-2004

Guluge
Ao



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Jum’at, 13-03-2004

Lﬁf(f(i/ v

T
T

s "!I[./:
Senin, 16-03-2004 g/ ﬂ& 8 @‘/(A{J/Q}'@
Selasa, 17-03-2004 |/ {g ﬁ( ’F/{f /}/( / J{ ﬁ 13 (ﬂ/ ,’wf/jjg
Rabu, 18-03-2004 | /] W@F /WM/ 1; ( Z il
Kamis, 19-03-2004 ZM@EQ ( %J %{f}/ 3 Lf/:jj{, f’f’i-'?;’[z"

) \ 1700 77
Jum’at, 20-03-2004 CM Cﬁg M/;rﬂ, % U/.%F
d

L/
Selasa, 24-03-2004 gol | (e /2
Rabu, 25-03-2004 VQW% {LM&;/@(E O
Kamis, 26-03-2004 c/@ mf Z ;;M/JUL L;‘(/'{j_fjf;(/ﬁ’/ V;

Jum’at, 27-03-2004

U/U&j, %

An.KASUBAG TU KPP JEMBER

Korlak-Ia ta

‘., X = \i

;2; KANTOR PELAYANAN | 2 170D ;b\“"
W |\ PAJAKJEMBER ) il

¢

\2 -
2\

iwik Purwantini

NIP.060053382

Usaha dan Kepegawaian
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DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

(S

SURAT SETORAN PAJAK

1

Untuk Arsip WP

LEMBAR

SP)‘

L L]

NPWP :

Diist sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak vang dimiliki
NAMA Wp T IR SLRULI . . o srazaie e & S R A B R 3 B
ALAMAT ¥ sssap sraviuiins I e 5 SRR F 5 5 e TR Sy, - T

MAP/Kode Jenis Pajak

L]

Kode Jenis Setoran

L]

Uraian Pembayaran

Masa Pajak

Tahun

Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags

|| | ]

| Diisi tahun terwtangnva pajak

Beri tandu silang pada salah sant kolom bulan antuk masa vang berkenaan

Nomor Ketetapan :

RN

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP. SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penul

Terbilang

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....ccccovveiiiiirennnnne.

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Wajib Pajak/Penyetor

........ venrenssassmensinnsory B21 cosssimnsnsansass

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

assssssas

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01
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SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI FORMULIR
(SPT MASA PPN)
=
2 D Masa: PATAK. . o vvoncvaovvisisseni viiiiemir 1195
DEPARTEMEN KEUANGAN RI [:I Pembetulan Masa Pajak ..........co.ccoevvevrvnnnn. ., Ke-.......
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PERHATIAN : - BACALAH TERLEBIH DAHULU BUKU I;ETUNJUK PENGISIAN SPT MASA PPN
DIISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK - BERITANDA X DALAM [ |  YANG SESUAI
- DIBUAT UNTUK SATU MASA PAJAK - ANGKA DALAM RUPIAH PENUH
D Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM Karena Memilih Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
A.| IDENTITAS PENGUSAHA KENA PAJAK
Ll NPWP 1 [] [T Kode Cabang :[:D
2.| NPPKP l [:I [ ‘ Tanggal L ED D:l Perubahan Identitas:
3.| NamaPKP - [ ] NemaBaru
4.1 Alamat : Kode Pos ED:I:I:' D Alamat Baru
5. | Nomor Telepon: - D No. Telepon Baru
6. | Merek Usaha : D Jenis Usaha
7.| Tjin Sentralisasi : No. Tanggal | ﬁ
8.| Jenis Usaha : ke [T T[]
PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN KODE PEMBE- DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)
B | NILAI(PPN), PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG KOLOM TULAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAL DAN JUMLAH PENYERAHAN B ® Bulan ini s.d. Bulan ini
1. | Penyerahan yang Terutang PPN :
1.1. Ekspor :
1.1.1. Dengan L/C Bil:t:1
1.1.2. TanpaL/C B:l. k2
1.2. Penyerahan yang PPN-nya :
1.2.1. Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan Bi1.2.]
1.2.2. Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) B.1.2.2
1.3. Penyerahan yang Terutang PPN selain Ekspor dan
yang PPN-nya Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/
Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) :
1.3.1. Penyerahan kepada Pemungut PPN B.1.3.1
1.3.2. Penyerahan kepada pihak lain yang bukan B.1.3:2
Pemungut PPN
1.3.3. Pemakaian sendiri/Pemberian cuma-cuma B.1.3.3
1.34. Jumlah(1.3.1 + 1.3.2 + 1.3.3) B.1.3.4
1.3.5 Penyerahan dengan Tarif Efektif B.1.3.5
1.3.6. Dikurangi Retur Penjualan dari Penyerahan B.1.3.6
yang Terutang PPN
1.4. Jumlah Penyerahan yang Terutang PPN B.1.4
(L1.1 + 1.1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.3.4 + 1.3.5- 1.3.6)
2. | Penyerahan yang Tidak Terutang PPN :
2.1. Penyerahan seluruhnya B.2.1
2.2. Dikurangi Retur Penjualan atas Penyerahan yang B.2.2
Tidak Terutang PPN
2.3. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN (2.1. - 2.2. B.2.3
3. | Jumlah Penyerahan (1.4 -+ 2.3) B.3
KP. PPN 1.1-95
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KODE

PENVBL |

PAIAK-PERTAMBAHAN NILAT (Rupiah)

| EEHEERELIARS KOLOM I"b;!l;.:'x.’\ Bulan ini s.d. Bulan ini
1. | Pajak Keluaran :
1.1, Dengan Tarif 10% yaiw 10% x (Kode B.1.3.4) iy
1.2. Dengan Tarif Efektif yaitu .... % x (Kode B.1.3.5) C2
1.3. Jumlah (1.1. + 1.2.) Cil.3 ;
2. | Dikurangi PPN atas Retur Penjualan dari penyerahan
yang terutang PPN 2
3. | Jumlah (1.3 -2) C3
4. !).ikur;mgi 3
4.1. Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN ;
4.1.1 §SP telah diterima (terlampir) C4a.l.1
4.1.2 SSP belum diterima C.4.1.2
4.2. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak vang sama C.4.2
5. | Pajak Keluaran yang harus dipungut sendivi 5
(3-4.1.1-4.1.2-4.2)
D.| PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN
1. | Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan :
1.1. Pajak Masukan Impor 17 |
1.2, Pajuk Masukan Dalam Negeri D.1.2
1.3, Pajak Masukin dari Masa pajak yang tidak sama
1.3.1. PPN Impor D.1.3:1
1.3.2. PPN Dalam Negeri By 132
i.4. Dikurangi PPN atas Retur Pembelian D.1.4
1.5, Lain-lain D.1.5
1.6. Jumlah (1.1 + 1.2 + 1.3.1 + 1.3.2- 1.4 + 1.5) D.1.6
L. | Pajak Masukan yang Menggunakan Pedoman Pengkre:
ditan PM Karena Memilih Menggunakan Norma Peng- D2
hitungan Penghasilan Neto
B | Kompensasi Kelebihan PPN bulan lalu D3
. | Dikurangi
4.1. Pembayaran Pendahuluan dari BAPEKSTA Keuangan D.4.]
4.2. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah
dikreditkan/Tidak dipungut/ditangguhkan/Dibebaskan D42
b. | Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (1.6 + 3.4.1-4.2)
atau (2 + 3) D.5
E. | PAJAK YANG KURANG/LEBIH DIBAYAR
I.D Kurang dibayar (C.5 - D.3) E:}
2.[ ] Lebih dibayar (D.5 - C.5) E.2
Jumlah pada Kode E. 1 lciuh dilunasi tanggal ........
F. | JUMLAH PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITHAN
G.| PEMBETULAN (HANYA DIISI JIKA TERDAPAT PEMBETULAN)
Hasil Pembetulan
I.D Kurang dibayar G.l
2.[] Lebih dibayar G2

Jumlah pada Kode G.1 telah dilunasi tanggal .

8 PPN 1.1-95
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H.| KOMPENSASI/PENGEMBALIAN-(RESTITUSI)
Kelebihan PPN terscbut pada

.| []Kode E.2

2. D Kode G.2. (untuk pembetulan)

Diminta untuk :

3. D Dikompensasikan dengan PPN yang terutang dalam Masa Pajak berikutnya : m:. I
4. | [] Dikembalikan (Restitusi) t [Rp. ]
4.1. D Dokumen dilampirkan 4.2. D Dokumen disusulkan
Pengembalian (Restitusi) dischabkan 4.3, [:] Ekspor BKP 4.4, D Penyerahan kepada Pemungur PPN

4.5, Lain-lain

5. Pengembalian (restitusi) yang diterima PKP Eksportir atau PKP yang menyerabkan BKP/AKP kepada Pemungut PPN
selama 6 (enam) bulan terakhir (dalam ribuan rupiah)

?u[:in Bulun Bulan Bulan Bulan Bulun
Rp Rp Rp. Rp Rp Rp
l. | KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI DAN PENYERAHAN AKTIVA YANG DASAR PENGENAAN
MENURUT TUJIUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN PAJAK PPN
1. | Kegiatan Membangun Sendiri Rp.

L. 1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = 40% x jumlah biaya yang dikcluarkan
1.2. PPN yung werutang : 10% x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Jumlah pada kode 1.1.2 telah dilunasi tanggal ...

2. | Penyerahan Aktiva Yang Menurut Tujuan semula Tidak untuk
Diperjualbelikan

Rp

Jumlah pada Kode 1.2 welah dilunasi tnggal ..

l. | LAMPIRAN

l. DFormulir 195 Al; % 1195 A2; D 1195 A3.

2. | ] Formutir n91 B1: 195 B2; [} 195 B3; [ J 1195 B4

3. :! Formulir 1195 BM (dilampirkan hanya bagi PKP yang menghasilkan BK P Yang Tergolong Mewah)

4. j Surat Keterangan PPN Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP tersebut pada Kode B.1.2.

5. Faktur Pajak tentang PPN Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibehaskan/DTP tersebut pada Kode B.1.2.

6. Dokumen tersebut pada Kode H.4.1 sehanyak ... - lembiy

T _:} Surat Kuasa Khusus tersebut pada Kode K2,

8. [ () Lembar ke-3 8P tersebut pada [ ] Kode €112 [ ] Kode ¢74.2: (] Kode p.11: [ Kode D131 [ Kode D132

(] Kode E.1: [] Kode G.1; [ ] Kode 1.1.2 dan [ Kode 1.2

9. [:] Lembar Ke-3 SSP yang diterima dalam bulan ini dari Kode C.4.1.2 SPT Masa PPN bulon-bulan yang lalu
Sebanyak ... lembar = [Rp.

10. D Keputusan Pembayaran Pendahuluan dari BAPEKSTA Keuangan pada Kode 1.4

K.| PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentan perundang-undangan yang berlaku,
saya menyatakan bahwa apa yang elah sava beritahukan di aas beserta lamipiran lampirannya adalah benar, lengkap. jelas dan tidak bersyarat.

PERIATIAN - e oot s m e
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 avan (7) UL Nomor 6 Tahun 1983
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tabun 1994, apabils
SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak atau tidak sepenubnya
dilampiri keterangan dan dokumen yang ditctapkan. maka SPT Saudara 0
dianggap tidak disampaikan. ANCHUIEIN ¢
Nama Jelas
1] L] PKP Cap Perusahaan (jika ada)
2, I:I Kuzsi
L. DISI OLEH DINAS
Diterima Dicatat Dicdit Dirckam Rik. Sederhana Rik. Lengkap Berkas (arsip)

I; D Tepat waktu
2 DTcrlamhm

KP. PPN 1.1-95
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

Nomor

Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :

|. Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Jo. Undang-undang No. 18 Tahun 2000 telah dilakukan penelitian dan / atau
pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Pengusaha Kena Pajak :

Nama
NPWP i NPPKP :
Masa Pajak

Il. Dari penelitian dan / atau pemeriksaan tersebut diatas, pen

ghitungan jumlah pajak yang terutang serta pembayaran yang dilakukan sendiri
yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

JUMLAH RUPIAH MENURUT
No URAIAN Pengusaha Kena Pajak FISKUS

-

- |Pajak yang kurang dibayar

3 LSnnhi administrasi :
a.

[

1b.

d. Jumlah sanksi administrasi

3.|Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2.d)

KEPADA a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPN/TP-35
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

Nomor 3 .
Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :

|. Berdasarkan Pasal 13 atau 17B dan 17C Undang-undang No. 16 Tahun 2000 jo. Undang-undang Ne.18 Tahun 2000 telah dilakukan pemeriksaan dan /
atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Pengusaha Kena Pajak :

Nama
NPWP : NPPKP:
Masa Pajak

- Dari pemeriksaan dan / atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

JUMLAH RUPIAH MENURUT

No| URAIAN Pengusaha Kena Pajak FISKUS

1. |Dasar Pengenaan Pajak
a. Ekspor
b. Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut / ditunda /
ditangguhkan / dibebaskan / ditanggung Pemerintah
¢ Pehyerahan yang PPN nya harus dipungut :
c.1. Tarif Umum
c.2. Tarif Efektif
c.3. Jumlah (c.1+¢c.2)
d. Dikurangi : retur penjualan
8. Jumlah (a+b+c3-d)

2. |Pajak Keluaran :
a. Pajak Keluaran seluruhnya
a.1. Tarif Umum
a.2. Tarif Efektif
a.3. Jumlah (a.1+a.2)
b. Dikurangi :
b.1. PPN atas retur penjualan
b.2. Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN
b.3. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama|
b.4. Jumlah (b.1+b.2+b.3)
¢. Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri (a.3-b.4)

3. |Pajak yang dapat diperhitungkan :

a. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

b. Dibayar dengan NPWP sendiri

¢. Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman Pengkreditan

Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Peng-

hitungan Penghasilan Neto

d. Kompensasi bulan lalu

. Diperhitungkan (Pokok Kurang Bayar) STP

f. Dikurangi :

f.1. Pembayaran pendahuluan / pembayaran oleh Bapeksta

f.2. PPN atas retur pembeltan

f.3. Hasll Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah
dikreditkanftidak dipungut/ditangguhkan/dibebaskan

f4.Jumlah  (f.1+£2 +£3)

g. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d+e - f4)

4. PPN yang kurang dibayar (2.c - 3.g) / lebih dibayar (3.9-2¢)

5. |Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak
berikutnya

6.|PPN yang kurang dibayar (4 - 5)

7.|Sanksl administras| :

a.

b.

o

d. Jumlah sanksl administrasi

[=-]

.|dumiah yang masih harus dibayar (6 + 7.d)

MP.PPN/IKB-95

KEPADA a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
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KP.PPNILB-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR .
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

Nomor
Tanggal Penerbitan

»

|. Berdasarkan Pasal 17 atau 178 Undang-undang No. 16 Tahun 2000 jo. Undang-undang No. 18 Tahun 2000 dan / atau berdasarkan
permohonan Pengusaha Kena pajak nomor : tanggal telah dilakukan

pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Pengusaha Kena Pajak :
Nama 2

NPWP : NPPKP:
Masa Pajak
Il Darl pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah pajak yang lebih bayar / seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :

JUMLAH RUPIAH MENURUT

No URAIAN Pengusaha Kena Pajak FISKUS

1. | Dasar Pengenaan Pajak
a. Ekspor
b. Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut / ditunda /
ditangguhkan / dibebaskan / ditanggung Pemerintah
¢. Penyerahan yang PPN nya harus dipungut :
¢.1. Tarif Umum
c.2. Tarlf Efektif
c.3.Jumlah (c.1+c.2)
d. Dikurangl : retur penjualan
e.Jumlah (a+b+c.3-d)

2. |Pajak Keluaran :
a. Pajak Keluaran seluruhnya
a.1. Tarif Umum
a.2. Tarif Efektif
a.3.Jumlah (a.1+a.2)
b. Dikurangl :
b.1. PPN atas retur penjualan
b.2. Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN
b.3. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama
b.4.Jumlah  (b.1+b.2+b.3)
¢. Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri (a.3 - b.4)

3. |Pajak yang dapat diperhitungkan / seharusnya tidak terutang :

a. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

b. Dibayar dengan NPWP sendiri

c. Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman Pengkreditan

Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Peng-

hitungan Penghasilan Neto

d. Kompensasi bulan lalu,

e. Diperhitungkan (Pokok Kurang Bayar) STP

f. Dikurangl :

f.1. Pembayaran pendahuluan / pembayaran oleh Bapeksta

f.2. PPN atas retur pembelian

1.3. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah
dikreditkan/tidak dipungut/ditangguhkan/dibebaskan

f4.Jumiah (1 +1£2 +13)

g. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d+e - f4)

4. |PPN yang lebih dibayar (3.g- 2.c)

5. |Kelebihan Pajak yang sudah :

a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
b. Dikembalikan sesuai dengan SKPLB

c. Jumlah (a+b)

6. |PPN yang lebih dibayar (4 - 5.c) / seharusnya tidak terutang

7.|PPN lebih bayar khususnya untuk eksportir / penyerahan
kepada Pemungut PPN :

a. Restitusi % x Dasar Pengenaan Pajak

b. Kompensasi (6-7.a)

KEPADA a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

Nomor $
Tanggal Penerbitan

I. Berdasarkan Pasal 17A Undang-undang No. 16 Tahun 2000 jo. Undang-undang No. 18 Tahun 2000 dan / atau berdasarkan permchonan

Pengusaha Kena pajak nomor : tanggal telah dilakukan pemeriksaan atas
pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Pengusaha Kena Pajak :

Nama :

NPWP 3 NPPKP:

Masa Pajak

Il. Darl pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah pajak _yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

JUMLAH RUPIAH MENURUT

No URAIAN ' Pengusaha Kena Pajak FISKUS

-

.| Dasar Pengenaan Pajak
a. Ekspor
b. Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut / ditunda /
ditangguhkan / dibebaskan / ditanggung Pemerintah
¢. Penyerahan yang PPN nya harus dipungut :
c¢.1. Tarif Umum
c.2. Tarif Efektif
c.3.Jumlah (c.1+c¢.2)
d. Dikurangi : retur penjualan
e.Jumlah (a+b+c3-d)

2. | Pajak Keluaran :
a. Pajak Keluaran seluruhnya
a.1. Tarif Umum
a.2. Tarlf Efektif
a3. Jumlah (a.1+a.2)
b. Dikurangi .
b.1. PPN atas retur penjualan
b.2. Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN
b.3. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama
b.4.Jumlah  (b.1+b.2 +b.3)
c. Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri (a.3-b.4)

3. | Pajak yang dapat diperhitungkan :

a. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

b. Dibayar dengan NPWP sendiri

¢. Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman Pengkreditan
Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Peng-
hitungan Penghasilan Neto

. Kompensasi bulan lalu

Diperhitungkan (Pokok Kurang Bayar) STP

. Dikurangi :
f.1. Pembayaran pendahuluan / pembayaran oleh Bapeksta
f.2. PPN atas retur pembelian
1.3. Hasll penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah

dikreditkan/tidak dipungut/ditangguhkan/dibebaskan

f4.Jumlah (f.1+f2 +1.3)

g. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d+e - £.4)

~ o Q

4.[PPN yang kurang dibayar (2.c - 3.g) / lebih dibayar (3g-2c¢)

5.| Kelebihan Pajak yang sudah :

a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
b. Dikembalikan sesual dengan SKPLB
c.Jumlah (a+b)

6.| PPN yang masih harus dibayar NI HIL

KEPADA a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
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DEPARTEMEN KEUANGAN REFPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN FAJAK JEMBER

NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILA! BARANG DAN JASA

1. 8TP 2. SKFKB 3. SKPKBT 4. SKFLB 5. SKPN
No. Ketetapan/ Keputusan ' Tgl. Penerbitan
o Tgl Jth Tempo
Masa Pajak Tahun Pajak
Tgl. SPT Lgkap Disampaikan Tahun Buku

_Tgl. Pemeriksaan

Femotong/Pemungut Pajak

NPWP
Pekerjaan/ usaha
Alamat
URAIAN JUMLAH MENURUT
WAJIB PAJAK FISKUS

1. Dasar Pengenaan Pajak
a. Ekspor
b. Penyerahan yg PPN-nya tdk dipungut
c. Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut:
¢.1. Tarif Umum
c.2. Tarif Efektif
d. Dikurangi Retur Penjualan

e Jumlah (a+b+c-d)

2. Pajak Keluaran
a. Pajak Keluaran seluruhnya
a.1. Tarf Umum
a.2 Tarif Efektif

a.2. Jumiah (a.1+a.2)

b. Dikurangi:
b.1. PPN atas retur penjualan
b.2. PK yang dipungut oleh Pemungut PPN
b.3. PPN yg distr dimuka ms pik sama

b.4_Jumiah (b.1+b 2 +b.3)

¢. Jumlah PK yang hrs dipungut sendiri ( a.3-b.4)

3. Pajak yang dapat diperhitungkan
a. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan:
a.1. PM D/N dalam masa pajak
a.2. PM D/N dari masa tidak sama

a.3_Jumlah (a.1+a.2)

b. Dibayar dengan NPWP sendiri
b.1. PM Impor dalam masa pajak
b.2, PM Impor dari masa tidak sama
b.3. Disetor sendiri

b.4. Jumlah {(b.1+b.2+b.3)

¢. PM yang menggunakan P3M karena memilih
menggunakan Norma Perhit. Pengh. Netto

d. Kompensasi kelebihan pajak buian laiu

€. Diperhitungkan (pokok kurang bayar):
e.1. STP
e.2. SKPKB
e.3. SKPKBT

e.4. Jumiah (e.1+e.2+e.2)
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JUMLAH MENURUT

WAJIB PAJAK FISKUS

f. Dikurangi:
f.1. Pembay. pendh/pengemb. Bapkst.
f.2. PPN atas Retur Pembelian
f.3. Hasil penghit. PM yg telah
dipat/ ditangg./ dibebaskan

f.4. Jumlah (f.1+f.24f.3)

g. Jumlah Pajak yg dpt diperhiuungkan
(a.3+b.4+c+d+e.4-1.4)

a. Kurang Dibayar {2.¢-3.9)
4. Pajak yang

b. Lebih Dibayar (3.g-2.c)

5. Kelebihan pajak yg sudah:
a. Dikompens. ke ms pjk brktiya
b. Dikembalikan sesuai dengan SKPLB

¢. Jumlah (5.a+5.b)

a. Kurang Dibayar (4.a+5 c){(5.c-4.b)
6. PPN yang

b. Lebih Dibavar (3.¢c-2.¢)

7. Sanksi Administrasi
a. STP

b. SKPKB

¢ SKPKBT

d. Jumlah Sanksi Administrasi (a/kb/c)

a. Masih hrs dibyr (6.a+7.d)
8. Jumlah yg =
b. Lebih Dibayar (6.b)

9. PPN lebih bayar untuk eksportir/ penyerahan
kepada pemunut PPN
a. Restitusi ... % x DPP
b. Kompensasi (8.b-9.a)

Dihitung Diteliti | Disetujui | Ditetapkan | Penomoran| Data Kontrol
Entri Keluaran

Ekspedisi Arsip
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KANTOR PELAYANAN PAJAK

LEMBAR PENGAWASAN ARUS DOKUMEN

Nomor
Tanggal :
Nama : N.P.W.P
Alamat : No. P.K.P
Ms/Thn pajak :
Jenis Pajak :
TEMPAT PELAYANAN TERPADU Uraian Prf/Tg Uraian Pri/Tg
drsixn Pd/Tg Diteruskan ke : PENYIDIKAN
Suratditerima: 1.langsung ... IFBBKET < ooonseossrsssssirererammmsanssses o e, 1. Diberitahukan kepenuntut umum | .............
2. melalui pos  |........... 2. Diterima Seksi | ... 2. Penyidkan | ...
3. Selesai diproses | ... 3. Selesaidisidik | ...
4. Disampaikan kepenuntut umum | .............
PENETAPAN
SEKSI TERKAIT PENGELOLAAN
SPT. Tahunan PPh / masa PPN |t sTP | ...
Uraian Prf/Tg c8EPN 0 N L
Diteruskan ke : Fipian e /g 3.8SKPKB |
1.88kel: unadiatdam BB < i PENGOLAHAN SPT 4. SKPKBT
2.Diterima Seksi ... 1. Dicatatpada 1Q -1 | ... 58KPLEB i,
3.Selesaidiproses | 2. Selesai di-Edit
Diteruskan ke : 3. Selesai direkam | ... RESTITUSI
BT W SRR S 4, Dicatat pada 1Q-2 | ... 1.SKPKPP
2.Diterima Seksi | PEMERIKSAAN 2. SPMKP
3.Selesaidiproses | .. B.Lenghpy . @ o ladne PENGARSIPAN
Diteruskan ke : 7. Sederhana : 1. Dimasukan keinduk berkas
U5 =1 [ T, U S 7.1 Lapangan. @ 0000 | 2. Diteruskanke: ...
2.Diterima Sekst | AT 7 S S ST R || [ Y o
3.Selesai diproses | 3. Diterima kembali |
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK
Telepon : Facsimile :
BUKTI PENERIMAAN SURAT
Nomor
Nama : N.P.W.P
Alamat 3 No. PK.P

Ms/Thn Pajak :
Jenis Pajak :

Petugas penerima,

P. PDIP 3. 16 - 96 NIP :
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UNIVERSITAS JEMEER
FAKULTAS EKONOMI

KARTU K NSULLTAS!
BIMEINGAN PRAKTEK KERJANYATA FAKULTAS EIXONOMI
UNIVERSITAS JEMBER

Nama
No.Induk Mahasiswa
Program Pendicdikan

Program Stud K R e 0 E s g 835 5
Judul Laporan I weaiiia

Pembimiing . ,Pre. Fkarkus apriyono, MM,

Tanggal Persetujuan - Mulai tanggal = ...

KONSULTAS| e . TANDA TANGAN
NO. AR TN AL MASALAH YANG DIBICARAKARN s, o

_Gagr,* N
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DIRFKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH X1I JAWA BAGIAN TIMUR II

KANTOR PELAYANAN PAJAK JEMBER
JI. KH Wakhid Hasyim No.1 (Kotak Pos 78- Telp. (0331) 487567-487845) Jember 68137

homepage DJP: http//www.pajak.go.id

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PRAKTEK KERJA NYATA
Nomor: KET-C5/WPJ.12/KP.0701/2004

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erwina Devi Kentjonowati, SP.MM.

NIP : 060087252

Pangkat/Golongan : Penata / ¢

Jabatan : Kopala Sub Bagian Umum

Kantor Pelayanan Pajak Jember

Menerangkan bahwa:

Nama : Anita Dewi

NIM : 010803102009

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : D-III Administrasi Keuangan

Universitag/ Perguruan Tinggi : Universitas Jember

Pada tanggal 23 Januari sampai dengan 27 Pebruari 2004 mahasiswa tersebut di atas
sudah melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Kantor Pelayanan Pajak Jember.

<7 Jember,/8 Maret 2004
' .../""““/‘chpala Sub Bagian Umum

I.(.. _" ,“ .;

N\ Erwina Déi Kentjonowati, SP.MM,
K\ﬂf.fi‘.«'::‘- L NIP 060087252

N
L
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